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Kompleks Bina Marga Tanah Hitam JI

Abepantai, Abepura-Jayapura

Laporan ini merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan bentuk
pertanggungjawaban Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Melalui LKIP ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura melaporkan kinerjanya yang diukur dari
pencapaian kinerja, visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022, sesuai dengan apa
yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Pengukuran

pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan
direalisasikan per tahun.

Penyusunan LKIP Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan
informasi kinerja yang terukur secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Eselon

111 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura pada periode berikutnya.

Jayapura, Januari 2023
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T evar ke

e Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, tugas Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan

negara;

o Dalam lingkup Departemen, penjabaran tugas tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR
Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

e Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020- 2024 dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, maka terdapat perubahan pada
Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina

Marga;

o Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai entitas akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai kewajiban
untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya, termasuk melaksanakan pelaporan kinerja yang disajikan
dalam Laporan Kinerja Interim mapun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan arahan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

e Adapun SASARAN STRATEGIS terkait infrastruktur jalan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina
Marga pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN JALAN NASIONAL
Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis:
Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau sebesar 2,09 Jam/100 Km pada tahun 2022.
Dan SASARAN PROGRAM sebagai berikut :
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN JALAN NASIONAL
Dalam mendukung Sasaran Strategis dan Sasaran Program, untuk Tahun Anggaran 2022 BPJN Jayapura

berkontribusi melalui pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut :
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— Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional
Baseline 2021  : 86,96%
Target 2022 : 86,96%
Capaian 2022  : 100%
— Rating Kondisi Jalan Nasional
Baseline 2021 :2.89
Target 2022 1 2.76
Capaian 2022 : 2.76, Kemantapan : 85 % (Sumber : Hasil perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03)

¢ Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing
kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merupakan agregasi dari

kinerja masing-masing unit kerja yang berada di bawahnya;

e Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merupakan
perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Perjanjian Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura
Tahun 2022;

o Realisasi tingkat capaian masing-masing output di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai
berikut:

2022

OUTPUT T
TARGET  REALISAsI  KINERJA

Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang

dibangun
RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) KM 25.76 23.95 0267
RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) KM ; 200 10000
RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) KM 45 450 10000
CBF 001 Pembangunan Jembatan y 8641 - s
RBF 001 Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong

(MP) M 193.83 193.83 100.00
RBF 006 Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong

(MP) (Padat Karya) M 13.17 13.17 100.00
RBF 002 Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN) M . - 10000

Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi

RBF004 | propN) M 26.2 0 0.00

CBF 008 Pembangunan Jembatan Kawasan Prioritas (ProPN) (PEN) M 381 381 100.00
CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan KM 97 226 87 86 9036
CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) KM 540.83 383.83 7097

Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan

CDC 015 Jalan KM 25 25 100.00
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2022
OUTPUT SAT TARGET REALISASI KIh:I;I?JA
(Padat Karya) (PEN)
CDC 016 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN) KM 2154 2154 100.00
CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan KM 23.91 19.08 79.80
CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru KM 133.78 133.78 100.00
RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan M 510.7 501.82 98.26
RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) M 25 16 2 57 89.71
RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) M 26.82 2436 90.82
RDC 005 Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) M 9.95 8.50 85.45
RDC 006 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan
Terdepan (MP) M 12.75 11.94 93.64
RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan M 11032 106.28 96.34
CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (PEN) M 11149 8 6,064.41 5439
CDF 002 Preservasi Jembatan M 159.88 159.88 100.00
CDF 003 Penggantian Jembatan M 100 18.18 18.18
CDF 011 Jalan Strategis (ProPN) (PEN) M 7529 7529 100.00
RDF 001 Preservasi Rutin Jembatan M 3087.2 2.494.90 80.81
RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) M 358.18 920,49 6156
RDF 003 Jalan Strategis (ProPN) 855 8278 96.82
RDF 008 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) M 15.2 15.20 100.00
RDF 009 Jalan Strategis (ProPN) (padat Karya) M 524 5163 9853
RDF 005 Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) M 600.44 583.0 9711
RDF 011 Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (Padat Karya) M 130.86 119.30 9117
2 Non Fisik
CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan M 6 58 96.12
CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik Dokumen 30 300 100.00
EAA 005 Layanan Perkantoran Layanan 6 6.0 9985
EBA 956 Layanan BMN Layanan 2 20 100.00
EBA 962 Layanan Umum Layanan 1" 10.9 98.91
EBB 951 Layanan Sarana Internal Layanan 97 340 125.93
EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan 6 6.0 100.00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 89.86
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Rata-rata Capaian Kinerja untuk seluruh output yang mendukung capaian Tingkat Aksesibilitas, Rating
Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 89.86% dan termasuk dalam kategori capaian

kinerja Sangat Baik;

Ditinjau dari aspek keuangan, DIPA Tahun Anggaran 2022 di BPJN Jayapura berdasarkan Revisi PK yang
dilakukan bulan Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1,365,799,539,000,- dimana senilai Rp.
586,902,088,000- diantaranya merupakan dana SBSN. Pada akhir tahun anggaran 2022 DIPA Revisi BPJN
Jayapura masih sama sebesar Rp. 1.365.799.539.000.-, nilai besaran paket yang menggunakan dana SBSN
senilai Rp. 586.902.088,000-. Realisasi keuangan secara total Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar
Rp.1.246.664.409.000.,- atau 91,28 % terhadap DIPA revisi akhir tahun 2022;

Besar realisasi anggaran BPJN Jayapura yang berasal dari Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat
Aksesibilitas Jalan Nasional adalah sebesar Rp. 384,016,402,000,- atau 89.33% terhadap Anggaran
Revisi, kemudian realisasi Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional
adalah sebesar Rp. 825,004,193,000,- atau 92,11 % terhadap Anggaran Revisi, sedangkan realisasi
anggaran yang berasal dari Indikator Kinerja Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian
PUPR adalah sebesar Rp. 37,643,814,000 atau 93,48 % terhadap Anggaran Revisi;

Paket Strategis BPJN Jayapura di Tahun 2022 untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di
Papua antara lain Pantauan KSP, SBSN, Padat Karya, dan Dukungan Jalan Daerah. Terdapat 11
(sebelas) paket Pantauan KSP dan telah berhasil diselesasikan sesuai dengan target di tahun 2022,
dimana 4 (empat) dari 11(sebelas) tersebut merupakan paket MYC yang telah tuntas di tahun 2022 yaitu
Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup Nabire-Botawa, Paket Pembangunan Jalan Mamberamo Elelim ||
(MYC), Pembangunan Jembatan Longsoran | dan Jembatan Longsoran Il (MYC), dan Pembangunan
Jembatan MUM | Tuntas (Tahap 2 Tuntas). Terdapat 26 (dua puluh enam) paket SBSN di tahun 2022
dimana secara keseluruhan paket-paket tersebut telah tuntas sesuai dengan target hanya saja ada 2
paket yang putus kontrak yaitu Paket Penggantian Jembatan Yetti-Senggi Mamberamo (YSM) dan
Penggantian Jembatan Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi (NBBS). Tidak sama dengan Paket strategis lainnya
untuk padat karya masih terdapat paket dengan progress fisik rendah hal ini karena kurangnya tenaga
kerja lokal disekitar lokasi, apabila ingin menambahkan tenaga kerja dari luar banyak warga lokal yang tidak
setuju dan melakukan pemalangan serta beberapa lokasi pekerjaan terdapat patahan yang tidak bisa
dikerjakan dengan tenaga manusia (warga lokal). Terdapat 2 (dua) paket dukungan jalan daerah, yaitu
Paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre (MYC) dimana sampai akhir tahun 2022 paket

tersebut masih dalam proses tender karena terkendala lamanya koordinasi dengan pemerintah setempat
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terkait pembebasan lahan dan Paket Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Biak-Supiori yang harus

bekerja di masa denda akibat kenaikan harga BBM, kendala sosial dari masyarakat setempat, dan cuaca.

o Jalan Trans Papua secara keseluruhan sudah tersambung hanya saja masih terdapat beberapa ruas/segmen

yang belum teraspal, untuk mendukung pelaksanaan Jalan Trans Papua di Tahun 2022 BPJN Jayapura

mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 604.066.181.000,- dari total pagu BPJN Jayapura berdasarkan

Perjanjian Kinerja (Revisi) 2022.

e Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 diantaranya sebagai berikut :

a.
b.

Kenaikan harga BBM dan Aspal pada tahun anggaran 2022;

Adanya faktor-faktor penghambat non teknis berupa pemalangan-pemalangan dari sekelompok
masyarakat yang menuntut adanya ganti rugi terhadap hak ulayat tanah;

Faktor Keamanan yang disebabkan oleh adanya kelompok kriminal sipil bersenjata terutama di lokasi
pekerjaan di kawasan pegunungan;

Adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini;
Tantangan kondisi topografi dan geografis yang cukup sulit dan rawan longsor;

Faktor SDM Jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai;

Kurangnya pengawasan terhadap kinerja penyedia jasa akibat kurangnya pengetahuan teknis
maupun administratif dari Konsultan Supervisi;

Upaya peningkatan peran Penyedia Jasa Lokal Asli Papua berbenturan dengan persyaratan
kemampuan tenaga, alat maupun pengalaman. Desakan untuk memprioritaskan peran Sumber Daya
Lokal tidak diimbangi dengan persyaratan —persyaratan yang memadai;

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan pelaksanaan program padat karya yang
cenderung membuat masyarakat salah paham terkait upah maupun kebutuhan tenaga kerja padat
karya;

Terbatasnya Fasilitas UPR. Terbatasnya Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) dan Pendukung
(Workshop);

Faktor Alam. Kondisi iklim yang tidak menentu dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi di
Provinsi Papua mengakibatkan pekerjaan aspal maupun pekerjaan beton terhambat sehingga

mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan.

o Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas adalah sebagai berikut :

a.

Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan
memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah
keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan;

Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya kontrol

kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat

Vi
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segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat
terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran. Catatan untuk kondisi di masa pandemi, bisa
dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom;

c. Fokus dari PPK dan Kasatker untuk mengatur strategi peningkatan kinerja guna mengejar
ketertinggalan progress dan melakukan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan untuk memperkecil
resiko penyebaran virus COVID-19 di tengah pelaksanaan pekerjaan sesuai Instruksi Menteri PUPR
No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 27 Maret 2020, mengingat memasuki
tahun 2022 pandemi COVID-19 masih terus terjadi khususnya di Provinsi Papua;

d. Menjaga hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, aparat keamanan setempat,
serta pendekatan sosial dengan penduduk lokal, tokoh adat wilayah setempat, tokoh pemuda, dan
tokoh agama untuk meminimalisir konflik sosial dan resiko keamanan yang mungkin terjadi dengan
adanya pelaksanaan kegiatan di lapangan;

e. Mendorong dan memotivasi penyedia jasa agar bekerja tepat waktu, tepat volume dan tepat biaya;

f.  Mengusulkan Penambahan Alat Pemeliharaan Rutin (UPR) dan pendukung (workshop) dan
memperbanyak tenaga mekanik serta operator alat berat;

g. Kasatker dan PPK supaya mengatur strategi antisipatif menghadapi tingginya curah hujan dengan
memperhatikan ketersediaan stok material/ bahan baku, BBM dan logistik untuk meminimalisir
kendala yang muncul akibat kondisi curah hujan tinggi; mendorong Penyedia jasa untuk
meningkatkan stok persediaan sesuai dengan kebutuhan proyek;

h. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi sehubungan
dengan rutinitas kebutuhan updating progress di e-Monitoring dan penetapan angka target rencana
fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang terencana dengan baik dan logis di masing-masing
Satker;

i. Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap LKIP BPJN Jayapura baik menyangkut metode maupun
proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka dipandang perlu untuk menerapkan secara
konsisten seluruh elemen SAKIP agar penyusunan dan pelaporan LKIP, baik LKIP Satminkal
maupun Unit kerja, dapat lebih disempurnakan lagi untuk peningkatan penerapan sistem AKIP

dimasa mendatang.

e Penyusunan dan pelaporan kinerja di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura pada tahun
2022 telah berjalan cukup baik sesuai dengan yang diharapkan karena keseluruhan elemen SAKIP sudah
dapat diterapkan. Penerapan SAKIP yang baik tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan
perwujudan budaya berbasis kinerja di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura guna

mewujudkan good governance yang dicita-citakan.

Vii
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CAE 7
PENDAHULUAN

~3
1.1. LATAR BELAKANG l.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP pada kementerian negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara
berjenjang mulai dari tingkat Satuan Kerja hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Jayapura sebagai entitas akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di
lingkungannya, termasuk melaksanakan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim mapun
Laporan Kinerja Tahunan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dijelaskan mengenai hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai;

- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura untuk

meningkatkan kinerjanya.

Sejalan dengan peraturan tersebut, sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi
dan produktivitas kinerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga
menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk
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mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun

penyelenggaraan SAKIP yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi :

a. Rencana Strategis;

b. Perjanjian Kinerja;

c. Pengukuran Kinerja;

d. Pengelolaan Data Kinerja;
e. Pelaporan Kinerja; dan

f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas secara berjenjang mulai dari entitas
Kementerian, entitas unit organisasi, entitas unit kerja, entitas unit pelaksana teknis, hingga entitas satuan kerja.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura menyusun Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja menyajikan informasi yang meliputi :

Uraian singkat organisasi;

o o

Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
c. Kapasitas organisasi;

d. Pengukuran capaian kinerja;

e. Evaluasi dan analisis capaian kinerja; dan

f.  Permasalahan dan rekomendasi.

Dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan program/ kegiatan yang telah diamanatkan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai Unit
Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, bermaksud untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Jayapura Tahun 2022. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dalam upaya peningkatan kinerjanya kedepan.

~—
1.2. Tugas dan Fungsi ,.'

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga dipimpin oleh Direktorat Jenderal berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:
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perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan

b

peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;

= @

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 26/PRT/M/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR
Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR, BPJN
Jayapura bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang secara teknis dibina oleh Direktur terkait.
BPJN Jayapura yang tergolong Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A memiliki tugas “Melaksanakan
pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma,
standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan memiliki fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
b. penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan serta verifikasi data
jaringan jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah;
c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis bidang jalan dan
jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan;
d. penyiapan program, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan jalan nasional, jalan bebas
hambatan, dan jalan tol;
€. penyusunan rencana, program, dan anggaran penanganan jalan dan jembatan termasuk sistem
manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), serta lingkungan dan perubahannya;
f.  penyiapan rencana dan dokumen pengadaan bidang jalan dan jembatan termasuk penyusunan dan
pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang jalan dan jembatan;
g. pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan penanganan jalan dan jembatan
sesuai dengan kewenangannya;
h. sertifikasi laik operasi mesin pencampur aspal (asphalt mixing plant);
i.  pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan perubahan kontrak pekerjaan bidang jalan dan jembatan

termasuk evaluasi kinerja penyedia jasa;
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penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;

k. pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang jalan
dan jembatan;

I pelaksanaan pengujian, pemantauan dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta
evaluasi terhadap hasil pengujian;

m. pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas;

n. penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi
penanganan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh
pemerintah;

0. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang
dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;

p. koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol
serta koordinasi pelaksanaan uiji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang
berada di wilayah kerjanya;

g. pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uiji laik fungsi;

r. pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan
peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya;

s. evaluasi dan penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan;

t.  penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan
jalan dan jembatan akibat bencana alam;

u. pencegahan atau mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak
pada jalan dan jembatan;

v. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan;

w. penyediaan konsultasi teknik penanganan jalan dan jembatan pada jalan daerah termasuk konektivitas
jaringan jalan;

X. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai;

y. penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka
penuntasan temuan terkait penanganan jalan dan jembatan; dan

z. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit
akuntansi wilayah serta laporan kinerja pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan,
umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah tangga, serta koordinasi dengan
instansi terkait.

Wewenang dan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga Menurut Peraturan Menteri PUPR No 06/PRT/M/2018
Tentang Wewenang dan Tugas DJBM, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam
Penyelenggaraan Jalan adalah sebagai berikut :

a. pengaturan penyelenggaraan Jalan Tol,
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b. pembinaan penyelenggaraan Jalan Tol;

C.

pengusahaan Jalan Tol; dan

d. pengawasan penyelenggaraan Jalan Tol

Berikut ini adalah rincian wewenang dan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga :

a. Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Tol

- Pelaksanakan perumusan kebijakan;

- Pelaksanakan penyusunan perencanaan umum seperti penyusunan rencana umum jaringan Jalan Tol

dan pra studi kelayakan;

- Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Pembinaan Penyelenggaraan Jalan Tol

Pelaksanaan perumusan standar teknik dan manual;

Pelaksanaan pelayanan pemberian izin (pemanfaatan ruang milik jalan dan kegiatan untuk kepentingan

nasional) dan pelayanan sosialisasi serta informasi;

Pelaksanaan pemberdayaan (pelatihan studi banding) umum;

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan umum.

¢. Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

Pelaksanaan prakarsa pemerintah (pra studi kelayakan, skema pembiayaan,studi kelayakan,

dokumen amdal, dokumen perencanaan pengadaan tanah, dan permohonan penetapan loksi.

Prakarsa Badan Usaha

v

I N N N

v

Pra evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek
Rekomendasi kepada Menteri izin melakukan studi kelayakan
Evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek

Rekomendari kepada Menteri izin prakarsa

Evaluasi dokumen amdal

Evaluasi dokumen perencanaan pengadaan tanah

Pelaksanaan permohonan penetapan

d. Pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol

Pengusaha oleh pemerintah

v

NSEENERNERN

v

Pelaksanaan pendanaan konstruksi

Pelaksanaan dan persetujuan rencana teknik akhir

Pelaksanaan pendanaan

Pelaksanaan pengadaan lahan

Pelaksanaan konstruksi (pelaksanaan fisik konstruksi, pengawasan lingkup konstruksi,
pengawasan mutu/spesifikasi teknis)

Fasilitasi dokumen lelang investasi

Pengusaha oleh badan usaha Jalan Tol
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Persetujuan rencana teknik akhir.

<

Pengadaan lahan.

<

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan fisik konstruksi dan persetujuan perubahan lingkup
konstruksi.

Laik fungsi.

Evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal

Operasi dan pemeliharaan.

Perubahan sistem dan pengoperasian.

Persetujuan penambahan gardu, penambahan lajur, dan peningkatan struktur.

Saran dan pertimbangan penetapan tarif awal tol.

Evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri penyesuaian tarif tol.

Rekomendasi kepada menteri penutupan sementara.

AN NN N N N NN

Saran dan pertimbangan pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan
pengusahaan dan pelelangan ulang.
v/ Saran dan pertimbangan pengamilalihan hak pengusaha pada akhir masa konsesi.
v/ Saran dan pertimbangan pengoperasian pada akhir masa konsesi
- lzin pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol
v' Persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk utilitas,iklan dan lain-lain.
v Rekomendasi kepada menteri pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk prasarana transportasi
lainnya
v Rekomendasi kepada pemda pemanfaatan ruang pengawasan jalan tol.
v’ Dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan tol untuk kendaraan dengan angkutan
berat/khusus.
v' Persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk pembangunan overpass/underpass
v Rekomendasi kepada menteri pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk pembangunan simpang
susun.
v Rekomendasi lokasi dan tata letak tempat istirahat dan pelayanan dan fasilitas inap
e. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Tol

- Pelaksanaan pengawasan umum.

~—
1.3. Struktur Organisasi ’.'

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur
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Organisasi BPJN Jayapura ditetapkan sebagai Unit Kerja UPT/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe-A,
berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dengan Pejabat Inti meliputi :
e Unsur Pimpinan . Kepala Balai
o Unsur Pembantu Pimpinan - Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha
- Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan  Infrastruktur
Jalan
- Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Kepala Seksi Preservasi

o Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BPJN Jayapura sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

A A
R O

SUBBAGIAN UMUM

DAN TATA USAHA

|
|
H

SEKSI KETERPADUAN
PEMBANGUNAN JS/ELK:LP&/INBQNN?:AIQTQE SEKSI PRESERVASI
INFTRASTRUKTUR JALAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPJN Jayapura
berdasarkan Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2020
Susunan organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A, terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
2. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
4. Seksi Preservasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha
Tugas :
Pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana;
pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian atau kontrak serta pemberian advokasi hukum, pelaksanaan
komunikasi publik di Balai, pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta
administrasi dan akuntansi keuangan, pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan
pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi
dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik serta pelaksanaan proses sertifikasi tanah
dan barang milik negara, fasilitasi usulan serta pemantauan dan evaluasi atas penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan dan penetapan leger
jalan nasional, penyusunan laporan berkala balai, pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan
jembatan, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga balai, dan penyediaan konsultasi
teknis pengelolaan leger jalan daerah, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern

balai.

2. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Tugas :

Melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan, melakukan
penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk
sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan, melakukan pelaksanaan studi kelayakan, survei,
investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk
keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan, penyiapan rencana dan dokumen pengadaan
pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan
jalan dan jembatan, penyiapan program pengadaan lahan jalan nasional, pengendalian pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan
kewenangannya, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa perencanaan dan pengawasan jalan dan
jembatan, pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, evaluasi penerapan standar
pelayanan minimal jalan dan jembatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai, penyediaan konsultasi
teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, dukungan verifikasi
data jaringan dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah, penyiapan bahan dan pendampingan dalam
periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait perencanaan dan pemrograman
jalan dan jembatan, evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana
alam, penyusunan rencana, program dan anggaran perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana
alam, dan penyusunan usulan perubahan program, anggaran dan keluaran serta rencana kegiatan

pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
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3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tugas :

Melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya
konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan
konstruksinya oleh pemerintah, melakukan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap
pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, melakukan pengendalian pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya,
melakukan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan kegiatan pembangunan jalan dan
jembatan, melakukan pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan
dan jembatan, melakukan pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi,
melakukan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengendalian
dan pengawasan pengadaan lahan pembangunan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol,
melaksanakan pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di
bidang pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan pemantauan dan pengujian bahan dan hasil
pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian, melaksanakan penyediaan konsultasi teknik
pembangunan jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah, melakukan koordinasi pelaksanaan uji teknis
dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya, melakukan
pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang pembangunan jalan dan jembatan, menyiapkan bahan dan
pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait
pembangunan jalan dan jembatan, evaluasi kinerja penyedia jasa pembangunan jalan dan jembatan dan

melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal bidang pembangunan jalan dan jembatan.

4. Seksi Preservasi

Tugas :

Melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya
konstruksi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
kegiatan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pengawasan penerapan analisa harga
satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan
konstruksi preservasi jalan dan jembatan, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan,
penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai
dengan kewenangannya, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan
pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan
kewenangannya, pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, koordinasi dan monitoring kegiatan
operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pelaksanaan sistem manajemen keselamatan

konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan penguijian,
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pemantauan, dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan serta
evaluasi terhadap hasil pengujian, penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di
jalan daerah, pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan
dan pelaksanaan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan
terkait preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa preservasi jalan dan
jembatan, penerapan standar pelayanan minimal bidang preservasi jalan dan jembatan, pengendalian teknis
fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan,
pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak

pada jalan dan jembatan, dan sertifikasi laik produksi mesin pencampur aspal (asphalt mixing plant).

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional yang ada di

Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

yang ada.

Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 6 (enam) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
Tipe A, 1 (satu) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, dan 26 (dua puluh enam) Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional Tipe A.

Unit-unit Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagaimana tercantum
dalam Tabel I.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Unit Satuan Kerja di Wilayah BPJN Jayapura
NO SATUAN KERJA LOKASI/ DUKUNGAN
WILAYAH PPK (UNIT

BPJN JAYAPURA

1 Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Jayapura 4

2  Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jayapura 2
Papua

3 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah | Provinsi Papua Jayapura 7
(Jayapura)

4  Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua Nabire 2
(Nabire)

5  Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua Biak - Serui 2
(Biak - Serui)

6  Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Provinsi Papua Jayapura 1

Sumber : Data dan Informasi BPJN Jayapura, 2022
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1.4. Isu Strategis ,.

Luas Provinsi Papua (termasuk pulau-pulau di sekitarnya) sebesar + 319.036,05 km? (Sumber : Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, 2021), dengan jumlah penduduk +4,3 juta jiwa dan terbagi
dalam 28 kabupaten dan 1 kota yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara geografis dan
topografi, pada bagian tengah dan sebagian pantai utara merupakan pegunungan yang tinggi, sedangkan bagian
pantai selatan didominasi dengan dataran luas.

Seiring dengan berkembangnya suatu wilayah, maka kuantitas, harga dan waktu menjadi pertimbangan
yang penting. Peran infrastruktur jalan menjadi salah satu solusi dalam pemerataan distribusi barang maupun jasa
kebutuhan masyarakat ke daerah-daerah yang sulit dijangkau terutama dalam jumlah yang besar, murah dan dalam
waktu yang relatif lebih singkat. Bagi masyarakat Papua pada umumnya, sarana transportasi merupakan kebutuhan
yang sangat mendesak, terutama sarana transportasi darat, disebabkan oleh wilayahnya yang luas dan dengan
penyebaran penduduk yang tersebar. Rasio panjang jalan yang ada dibanding luas wilayahnya menjadikan Papua
menempati posisi terendah dibanding dengan daerah lain, terkait dengan indeks aksesibilitas transportasi darat.
Pada kondisi ini, BPJN Jayapura mengambil peranan yang sangat penting dalam melaksanakan dan mengendalikan
infrastruktur jalan dan juga sebagai pembina bagi infrastruktur jalan di tingkat provinsi dan kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
290/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ruas jalan nasional

di Provinsi Papua tercatat sepanjang 2.778,38 Km dan terdiri dari 102 ruas yang ditangani oleh 3 (tiga) Balai yaitu

11
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BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke, seperti tampak pada peta jalan nasional di bawah ini :
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Gambar 1.2 Peta Jaringan Jalan Nasional Provinsi Papua
Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, setelah ditetapkannya Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2 Juni 2020, terjadi pemekaran pada BBPJN
XVIII Jayapura dengan lahirmya BPJN Jayapura dan BPJN Wamena. Dibawah ini merupakan peta ilustrasi
pembagian wilayah penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena, dan BPJN Merauke di Provinsi Papua :
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Gambar 1.3 Pembagian Wilayah Penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke

Total ruas jalan nasional Provinsi Papua ditangani oleh BPJN Jayapura sampai dengan tahun 2022
sebanyak 58 ruas dengan total sepanjang 1.293,023 Km, dimana 1 ruas mengalami upgrade panjang yaitu Ruas
Yetti-Umbrub-Yambra dari 57 Km menjadi 65 Km dan 10 ruas dari 58 ruas tersebut merupakan ruas jalan baru di
tahun 2022 (sesuai SK Jalan nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer
Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) pada tanggal 28 April
2022). Berikut ini ruas-ruas jalan baru di tahun 2022 seperti yang tercantum pada Tabel 1.2 berikut ini .

Tabel .2 Ruas-Ruas Jalan Baru di Wilayah BPJN Jayapura

Panjang Panjang

Nama Ruas Kabupaten/Kota Nama Satker

SK Survei

1 AKSES BANDARA SENTANI 0.40 0.40 Kabupaten Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
(JAYAPURA) ) ) Jayapura | Provinsi Papua (Jayapura)

2 0.64 0.64 _ Pelaksa_naa_m Jalan Nasi_onal Wilayah
JLN. PATRIOT (NABIRE) ) ) Kabupaten Nabire | VII Provinsi Papua (Nabire)

3 HAMADI - HOLTEKAMP (JALAN & 1164 1164 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
JEMBATAN YOUTEFA) ) ) Kota Jayapura | Provinsi Papua (Jayapura)

4 JALAN AKSES PELABUHAN SARMI 0.21 0.21 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
(KAB. SARMI) ) ) Kabupaten Sarmi | | Provinsi Papua (Jayapura)

5 JALAN AKSES PELABUHAN 0.32 0.32 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
NABIRE (KAB. NABIRE) ) ) Kabupaten Nabire | VII Provinsi Papua (Nabire)

6 436 436 Kabupaten Biak Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
JALAN YAFDAZ (BIAK) ) ) Numfor IX Provinsi Papua (Biak Serui)

——
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Panjang  Panjang

Nama Ruas SK Survei Kabupaten/Kota Nama Satker
7 3.86 3.86 Kabupaten Biak Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) ' ) Numfor IX Provinsi Papua (Biak Serui)

8 AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) 0.90 0.90 Kabupaten Biak Pelaksanagn ?Jalan Naspnal Wllgyah

Numfor IX Provinsi Papua (Biak Serui)
Kabupaten Biak Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah

9 JALAN YOS SUDARSO (BIAK) 1.54 1.54 Numfor IX Provinsi Papua (Biak Serui)
10 BONGKRANG - DEPAPRE (AKSES 18.60 18.60 Kabupaten Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah

PELABUHAN DEPAPRE) * ' ) Jayapura | Provinsi Papua (Jayapura)
Total Panjang 4247 42.47

Adapun total penanganan panjang jalan dan jembatan secara keseluruhan yang berada di bawah
kewenangan BPJN Jayapura tercatat sepanjang 1.445,983 Km yang terdiri dari :
RUAS JALAN PENANGANAN BPJN JAYAPURA

Jalan Nasional . 1.293,023 1.293,023
Trans Papua : 532,24

Terdapat Jalan Nasional : 453,98

Sisa panjang (Non Nasional)  : 78,26 78,26
Jalan Perbatasan : 260,06

Terdapat Jalan Nasional : 185,36

Sisa panjang (Non Nasional) 74,7 74,7
TOTAL PANJANG 1.445,983

Tantangan pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas
dengan pola penduduk yang menyebar di sebagian besar wilayah khususnya kawasan pegunungan, hal ini
menyebabkan ada beberapa lokasi yang masih terisolir. Secara umum kondisi topografi di Provinsi Papua relatif
bervariasi, berupa dataran rendah, rawa - rawa disekitar pantai, dan rangkaian pegunungan membentang dibagian
tengahnya sepanjang sekitar 650 Km, dengan puncak tertinggi mencapai 4.884,00 mdpl.

Dalam hal aksesibilitas jalan darat, Provinsi Papua masih tergolong berada pada tingkat terendah secara
nasional. Masalah aksesibilitas jalan darat ini menjadi permasalahan yang selalu mengemuka, hampir disetiap
momen-momen pembahasan atau diskusi tentang pembangunan Papua. Di kawasan Pegunungan Tengah terutama
pada kabupaten-kabupaten, masih sangat banyak yang hanya dapat dilayani dengan moda transportasi udara untuk
angkutan orang dan barang. Adapun layanan moda transportasi udara mempunyai ciri-ciri kapasitas yang sangat
terbatas dan umumnya tidak terjadwal serta sangat tergantung pada kondisi cuaca dengan biaya transportasi yang
sangat mahal.

Kondisi keterisolasian akibat belum adanya akses jalan darat yang memadai ini, memunculkan
permasalahan di berbagai sektor pembangunan, utamanya pada aspek perekonomian, kesehatan, dan pendidikan
masyarakat. Permasalahan sosial, menyangkut rasa ketidakadilan juga banyak mengemuka yang dalam beberapa
kesempatan disampaikan oleh para tokoh adat, masyarakat, bahkan beberapa pejabat daerah. Dalam

penyelenggaraan jalan di Provinsi Papua, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berkewajiban tidak hanya
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untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun sekaligus mengakomodir tuntutan

pembangunan jalan dalam rangka peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua.

1.4.1 Isu Strategis Provinsi Papua
Program dan kegiatan BPJN Jayapura selain penanganan terhadap Jalan Nasional yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat, juga tidak terlepas dari kondisi dan isu-isu strategis yang dikembangkan atau telah

dicanangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Isu-isu strategis tersebut yang menjadi pedoman

sekaligus melatarbelakangi lahirnya proyek-protek strategis yang ada di Provinsi Papua. Adapun isu-isu strategis

tersebut antara lain yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sesuai dengan Tata Ruang Provinsi Papua
Isu strategis ini sejalan dengan salah satu konsep dasar pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dimana
pengembangan infrastruktur diharapkan sesuai dengan peran dan fungsi sistem kota-kota yang saling
menghubungkan pusat dengan pusat, pusat dengan sub pusat, serta sub pusat dengan perkampungan yang
bertujuan mempermudah pergerakan barang/ jasa/ manusia, serta jalur distribusi dan pemasaran sehingga
pada akhirnya dapat mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah bahkan
berpotensi menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Kegiatan penanganan ruas jalan dan
jembatan yang dilakukan oleh BPJN Jayapura juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi isu
strategis pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan peraturan tata ruang sekaligus mendukung
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis di Provinsi Papua yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai berikut :

Sistem Perkotaan Nasional

»  Pusat Kegiatan Nasional atau PKN
Jayapura (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan
Nasional)
»  Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW
> Biak (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan
Nasional);
> Nabire (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan
Nasional);
» Sarmi (Tahapan Pengembangan: pengembangan baru Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional);
> Arso (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan
Nasional).
» Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN
» Jayapura (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Percepatan Pengembangan
kota-kota utama Kawasan Perbatasan);

15

——
| —



’ LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2022 /‘

» Biak (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Percepatan Pengembangan
kota-kota utama Kawasan Perbatasan).

Kawasan Andalan (sektor unggulan yang prospektif dikembangkan)

» Kawasan Biak (pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, perkebunan, kehutanan);

+ Kawasan Nabire dan sekitarnya - Aran, Moswaren, dan Legare (pertanian, perkebunan,
pertambangan);

» Kawasan Mamberamo - Lereh (Jayapura) dan sekitarnya (industri, pertanian, perkebunan,
pertambangan, kehutanan, perikanan, pariwisata);

» Kawasan Andalan Laut Teluk Cenderawasih-Biak dan sekitarnya (perikanan, pertambangan,
pariwisata, minyak dan gas bumi)

» Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi (perikanan, pariwisata).

Kawasan Strategis Nasional

» Kawasan Biak (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan kualitas kawasan strategis
nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi)

Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan

kualitas kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan)
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Gambar 1.4 Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Provinsi Papua
Sumber : Paparan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam Rapat Kordinasi
Infrastruktur Bappeda Provinsi Papua, 2021

2. Kesesuaian dengan Konsep Pembangunan melalui Pendekatan Kewilayahan
Konsep ini menekankan pembangunan yang dilakukan secara terpadu di wilayah-wilayah yang teridentifikasi

memiliki peluang untuk dikembangkan berdasarkan sektor unggulan yang terdapat di wilayah tersebut . Dengan

demikian, pembangunan infrastruktur memiliki arah dan sasaran yang jelas dan secara efektif dan efisien
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mampu mengembangkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Provinsi Papua memiliki banyak potensi unggulan di
masing-masing wilayah adat yang meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata,
dan pertambangan, serta keberadaan simpul-simpul transportasi yang bisa dioptimalkan melalui pembangunan
infrastruktur sehingga satu sama lain saling terkoneksi yang pada akhirnya dapat memperlancar arus distribusi
barang dan jasa dan mengurangi kesenjangan yang terjadi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur dalam
hal ini jalan dan jembatan yang dilakukan BPJN Jayapura diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan

aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan

penyangga.
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Gambar 1.5 Peta Lokasi Pelabuhan Laut dan Udara
Provinsi Papua dan Papua Barat
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Gambar 1.6 Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua

Pemerintah Pusat, melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, telah menerapkan 3 (tiga) Wilayah
Pengembangan Strategis (WPS) di yang ada di Provinsi Papua, yaitu :

1. WPS 32 : Biak - Manokwari - Bintuni;

2. WPS 33 : Nabire - Enarotali - Wamena;

3. WPS 34 : Jayapura - Merauke.
llustrasi Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) bisa dilihat pada Peta Sebaran Wilayah Pengembangan
Strategis (WPS) Pulau Papua seperti tampak pada Gambar 1.6 di atas.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menjalankan kegiatan pembangunannya juga
memiliki konsep pembangunan berbasis kewilayahan, dengan membagi wilayahnya menjadi 5 (lima) wilayah Adat,
yaitu :

1. Wilayah Adat Mamta;

2.Wilayah Adat Saereri;

3. Wilayah Adat Anim Ha;

4.Wilayah Adat La Pago; dan

5. Wilayah Adat Mepago.

Konsep pembangunan berbasis kewilayahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian wilayah
dengan cara menonjolkan komoditi lokal yang dimiliki wilayah tersebut. llustrasi Pembagian Wilayah Adat Provinsi
Papua bisa dilihat pada Peta Wilayah Adat Provinsi Papua seperti tampak pada Gambar 1.7.
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Gambar 1.8 Peta Konektivitas infrastruktur Transportasi Terpadu Provinsi Papua
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1.4.2 Program Strategis untuk menjawab Isu Strategis di Provinsi Papua
Berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Provinsi Papua dan sejalan dengan Nawa Cita Presiden

Republik Indonesia, dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Jayapura merencanakan Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua dan Ruas Jalan Perbatasan yang merupakan
program strategis penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua dan diharapkan menjadi solusi kebutuhan
masyarakat akan ketersediaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai di Provinsi Papua
dengan penjelasan sbb :
1. Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua Provinsi Papua
Ruas Trans Papua khususnya yang berada di Provinsi Papua memiliki total panjang + 532,24 Km dan terbagi
dalam 3 segmen penanganan. Pembangunan Trans Papua diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan
konektivitas antar wilayah dengan menyambung pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat — pusat produksi
rakyat yang pada akhirnya bisa mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Papua. Sepanjang 532,24
Km merupakan panjang penanganan yang menjadi wewenang BPJN Jayapura, yang meliputi :
1. Ruas Bts. Prov. Papua/Papua Barat - Nabire (Bts. Kota Nabire) sepanjang 146 Km;
2. Ruas Nabire-Wagete-Enarotali sepanjang 193,43 Km;
3. Ruas Wamena-Elelim-Jayapura (Yetti) sepanjang 192,81 Km;
Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan dan kondisi capaian Ruas Jalan Trans Papua Provinsi Papua untuk
Tahun Anggaran 2022 akan dibahas pada Bab IV.
2. Pembangunan Ruas Jalan Lintas Perbatasan
Ruas Jalan Perbatasan RI-PNG yang ditangani oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura terdiri dari 2
segmen penanganan denggan total sepanjang 260,06 Km, antara lain:
1. Jayapura-Waris-Yetti sepanjang 127,62 Km;
2. Yeti-Ubrub-Towe-Hitam-Oksibil sepanjang 132,44 Km;
Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan dan kondisi capaian Ruas Jalan Perbatasan Tahun Anggaran
2022 akan dibahas pada Bab IV.

1.4.3 Tantangan Pembangunan Tahun 2022
Beberapa kondisi dan situasi menjadi tantangan bagi BPJN Jayapura dalam upaya mewujudkan seluruh

sasaran dan program yang telah ditetapkan. Kondisi dan situasi yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan
pekerjaan tersebut beberapa diantaranya memiliki sifat spesifik yang tidak/jarang dijumpai pada wilayah lain di luar
Provinsi Papua. Berikut merupakan beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi BPJN Jayapura dalam upaya
melaksanakan penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua yang dihadapi di Tahun 2022, antara lain:
a. Pandemi COVID-19
Sejak triwulan pertama tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang membawa dampak
adanya pembatasan mobilitas dan jam kerja/aktivitas serta aturan protokol kesehatan yang

diberlakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat. Hal ini berakibat pada
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tidak optimalnya beberapa penyelesaian pekerjaan di lapangan dikarenakan mobilitas manusia
dibatasi begitu juga dengan transportasi darat, laut, dan udara yang dibatasi jam operasionalnya.

b. Aspek Sosial Budaya
Hampir seluruh paket kegiatan harus dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan hak ulayat,
klaim masyarakat yang tidak dapat diprediksi dan sosial budaya setempat yang tidak konstruktif pada
kegiatan pembangunan. Dampak hambatan ini adalah tersendatnya proses penyelesaian pekerjaan
dan juga adanya pengeluaran tambahan (extra cost) yang relatif besar;

c. Aspek Keamanan
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Provinsi Papua belum terbebas dari kelompok bersenjata
yang berseberangan dengan Pemerintah. Pada beberapa daerah kondisi keamanan karena
gangguan-gangguan dari kelompok tersebut masih terjadi dan berdampak pada lambatnya kegiatan
pembangunan. Pada sisi lain, situasi keamanan yang kurang kondusif ini menyebabkan biaya proyek
menjadi cukup mahal mengingat faktor resiko yang harus diperhitungkan oleh Penyedia Jasa;

d. Aspek Ekonomi
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Aspal pada Tahun 2022 menyebabkan beberapa
pekerjaan mengalami keterlambatan, hal ini berdampak operasional, penggunaan peralatan, alat
berat, alat transportasi yang menggunakan BBM, dan/atau pekerjaan aspal;

e. Aspek Geografis
Keterbatasan sarana transportasi darat dan sungai yang memadai dalam menjangkau lokasi pekerjaan
menjadikan biaya operasional proyek sangat sulit dan mahal. Ada beberapa kasus kegiatan mobilisasi
peralatan dan bahan harus diangkut bagian per bagian dengan menggunakan moda transportasi
udara (pesawat dan helikopter) dengan daya angkut sangat terbatas dan sangat tergantung pada
cuaca;

f.  Aspek Lingkungan
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah — Provinsi (RTRW-P), Provinsi Papua didominasi dengan
kawasan hutan yang mencapai 80% dari luas kawasan yang ada. Banyak diantara kawasan hutan ini
yang merupakan Kawasan Hutan Konservasi, Taman Nasional dan Hutan Lindung yang menjadi
hambatan khusus dalam pembangunan jalan. Upaya penyelesaian penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup dan Dokumen Kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Perjanjian Kerja Sama
menjadi tantangan tersendiri agar kegiatan-kegiatan penanganan jalan aman secara lingkungan dan
tidak bersinggungan dengan masalah hukum.

g. Aspek Sumber Daya Material
Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang tidak memiliki sumber material yang diperlukan untuk
kegiatan penanganan jalan dan jembatan, terutama material agregat. Beberapa material agregat harus
didatangkan dari tempat yang amat jauh yaitu dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan atau salah satu

pulau di Maluku. Hal ini menyebabkan harga proyek menjadi sangat mahal. Selain itu, masalah cuaca
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juga sangat menghambat pada proses pengiriman yang pada akhiya berujung pada
terlambatnya/tertundanya penyelesaian kontrak;
h. Aspek Sumber Daya Manusia
Ada kesulitan yang dirasakan dalam upaya menyediakan tenaga profesional dan terlatih. Sumber daya
manusia profesional yang tersedia (lokal) sangat terbatas jumlahnya dan tidak sebanding dengan
kebutuhan. Upaya untuk mendatangkan tenaga profesional dari provinsi lain juga relatif sulit karena
ketiadaan stimulus bagi tenaga kerja tersebut. Hal ini berdampak pada hasil produktivitas pekerjaan
di lapangan dan di kantor;
i.  Faktor Alam
Masalah/kondisi cuaca/alam yang susah diprediksi di Provinsi Papua memberi dampak bagi
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2022 di atas juga menjadi pertimbangan
penting bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dalam memformulasikan program maupun kegiatan
penanganan jalan dan jembatan yang efektif di Tahun 2023 dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan

yang mantap di Provinsi Papua.

1.4.4 Permasalahan Pada Paket SBSN, Padat Karya, dan Dukungan Jalan

Daerah
Pada kegiatan paket-paket SBSN, Padat Karya, dan Dukungan Jalan Daerah yang ada di lingkungan Balai

Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura pada tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan yang mempegaruhi
kinerja. Terdapat dua paket SBSN yang mengalami putus kontrak yaitu Penggantian Jembatan Ruas Yetti-Senggi-
Mamberamo Il (MYC), sehingga paket ini diprogramkan paket SBSN baru untuk penuntasan pekerjaan. Selain itu
paket SBSN lain yang putus kontrak adalah Penggantian Jembatan Ruas Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi (MYC),
paket ini akan diprogramkan pada Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan sumber dana Rupiah Murni.

Terdapat beberapa kendala/permasalahan yang mengakibatkan paket-paket padat karya di lingkungan
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura memiliki progres fisik rendah. Kendala/permasalahan yang dialami
diantaranya adalah kurangnya tenaga kerja lokal disekitar lokasi, apabila ingin menambahkan tenaga kerja dari luar
banyak warga lokal yang tidak setuju dan melakukan pemalangan. Selain itu permasalahan yang ada pada padat
karya adalah beberapa lokasi pekerjaan terdapat patahan yang tidak bisa dikerjakan dengan tenaga manusia(warga
lokal).

Untuk Dukungan Jalan Daerah juga terdapat kendala karena pembebasan lahan yang membutuhkan waktu
untuk proses koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta penolakan dari warga setempat sehingga paket

kontrak mengalami keterlambatan pelaksanaan.
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1.5. Sistematika Penyusunan LKIP ,.'

RINGKASAN EKSEKUTIF, bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh tentang Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;

BAB I. PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta isu
strategis dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;

BAB IIl. PERENCANAAN KINERJA, bab ini berisi tentang uraian singkat Renstra, Perjanjian Kinerja, Metode
Pengukuran, dan Target Tahun ini menurut Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;

BAB lll. KAPASITAS ORGANISASI, bab ini berisi tentang informasi sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, serta DIPA Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;

BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA, bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi, perbandingan kinerja
organisasi, realisasi anggaran, Paket Strategis (PN, SBSN dan PSN), serta informasi paket yang diresmikan
dan penghargaan yang berhasil diraih Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;

BAB V. PENUTUP, bab ini menyajikan rangkuman permasalahan serta rekomendasi yang berupa tindak lanjut
dan harapan serta kesimpulan secara menyeluruh dari LKIP Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
LAMPIRAN, bagian ini terdiri dari :

e Lampiran | Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2022 (Awal);

e Lampiran Il Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2022 (Revisi);

e Lampiran lll Pengukuran Kinerja TA. 2022;

e Lampiran IV Data Kaki LKIP TA. 2022;

e Lampiran V Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan TA. 2022 (Kondisi 0%, 50%, 100%).
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BAB Il
PERENCANAAN KINERIA




BCAE 2

PERENCANAAN
KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tahunan
merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-output dan indikator-
indikatornya dan target outcome dari masing-masing sasaran dan indikator-indikatornya dengan
mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura
tahun 2020-2024 merupakan penjabaran Renstra entitas di atasnya yaitu Renstra Direktorat Jenderal
Bina Marga tahun 2020 — 2024.

~3
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis (Renstra) I.

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian PUPR
Visi Kementerian PUPR tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap

pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024 adalah

sebagai berikut :

VISI
(Kementerian PUPR)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL,
RESPONSIF, INOVATIF DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN KEPADA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Selanjutnya Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai
dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

MISI
(Kementerian PUPR)

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil
Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan
penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
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Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan
kelestarian lingkungan.

3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi
penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Meningkatan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.2 Tujuan Kementerian PUPR
Adapun tujuan sebagai representasi terukur dari visi yang diinginkan Kementerian PUPR

selama periode perencanaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi
kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan
sektor ekonomi unggulan.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan
pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.

3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan
yang parstisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas
hidup masyarakat.

5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah
pada pusat-pusat pertumbungan ekonomi dan kawasan strategis.

6. Peningkatan infratruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan
berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan
dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.

8.  Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.

9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.

10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

2.1.3 Sasaran Kementerian PUPR
Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu
outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun. Dalam
penyusunannya, Kementerian PUPR menjabarkan 4 misi dan menggunakan pendekatan metode
Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif

customers, perspektif internal process dan perspektif learning and growth. Deskripsi penerapan BSC

——
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tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi (strategy map) sebagaimana disampaikan pada
Gambar 2.1.

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam
Pelayanan Kepada Presiden dan W akil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan W akil Presiden:
"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Program Ketahanan SDA Program Infrastruktur

Program Perumahan dan Program Pendidikan dan
Kaw. Permukiman Pelatihan Vokasi

§§-5.

Meningkatnya Kualitas Manajemen

Birokrasi Yang Profesional Dan
Akuntabel, Kebijakan Dan Strategi Serta
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen

Gambar 2.1 Peta Strategi (Strategy Map) Kementerian PUPR 2020-2024
Sumber: Renstra Kementerian PUPR
Masing-masing Sasaran Strategis dijabarkan ke dalam Sasaran Program, di mana setiap
Sasaran Program memiliki Indikator Kinerja Program yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

pada masing-masing Unit Organisasi.

2.1.4 Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024
Tujuan, dan sasaran dari Ditjen Bina Marga untuk periode Renstra 2020-2024 disusun dengan

memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No
18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian
PUPR 2020-2024 (Sub Bab 2.1). Tujuan Ditien Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional
pada periode 2020-2024 terdiri dari 4 butir sebagai berikut :

TUJUAN
(Ditjen Bina Marga)

T.1 Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan
Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;

T.2 Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;

T.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan
nasional

T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.
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Sasaran Ditjen Bina Marga untuk periode 2020-2024 dalam menyelenggarakan jalan terdiri dari

3 jenis sasaran yakni:

1.

Sasaran Strategis (SS) yakni sasaran Ditjen Bina Marga yang menjadi sasaran pembangunan
nasional di bidang jalan dan juga menjadi sasaran strategis di tingkat Kementerian PUPR (lihat
Gambar 2.2, yakni SS.2 meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional). Dalam Balanced
Scorecard, sasaran ini berada pada level Stakeholders Perspectives yang mencerminkan
pemenuhan terhadap keinginan pemberi mandat penyelenggaraan jalan kepada Ditjen Bina
Marga, yakni masyarakat luas melalui UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan
kewenangan kepada Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden terpilih ¢.q Menteri PUPR c.q
Dirjen Bina Marga);
Sasaran Program (SP) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yakni sasaran dari
program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga yang merupakan hasil
(outcome) dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Lingkungan
Ditjen Bina Marga. Dalam struktur Balanced Scorecard, sasaran ini berada pada level Customer
Perspectives yang mencerminkan wujud layanan publik yang dihasilkan oleh Ditien Bina Marga
(melalui program penyelenggaraan jalan) yakni pelayanan jalan nasional melalui pengurangan
waktu tempuh yang dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, rating kondisi jalan, dan rating
keselamatan jalan nasional.
Sasaran Kegiatan (SK) yakni sasaran sebagai keluaran (output) dari masing-masing kegiatan yang
tercakup dalam program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja Pusat
maupun Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur Balanced Scorecard, sasaran ini
berada pada level Internal Business Process Perspectives (IBPP) dan Learning and Growth
Perspectives (LGP) yang secara umum akan mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan
fungsi dari Ditjen Bina Marga sesuai Peraturan Menteri PUPR 13 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian PUPR, yang pada dasarnya terkelompok menjadi 2, yakni:
o Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan umum yang mencakup
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional (sesuai pasal 4 (a.)
UU 38/2004 tentang Jalan) atau dalam pasal 184 butir a. s.d h. Permen PUPR Nomor 13
Tahun 2020 terkait dengan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan
NSPK, pemberi bimbingan teknis dan supervisi, pelaksana evaluasi di bidang
penyelenggaraan jalan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Karena
kegiatan ini terkait proses teknis dalam penyelenggaraan jalan, maka umumnya sasaran
kegiatan kelompok ini akan berada pada level Internal Business Process Perspectives;
o Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam melakukan administrasi sesuai pasal 184 butir

g. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 yang umumnya terkait administrasi kepegawaian,

——
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keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum dan hubungan masyakarat. Karena
sifat kegiatan ini adalah dukungan manajemen dan teknis dalam rangka perkuatan pranata
organisasi Ditien Bina Marga, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada

pada level Learning and Growth Perspectives.

T1. Mewujudkan Konekfivitas Jalan Nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong

§§2

Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan jalan nasional
KEMENTERIAN PUPR

T2. Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar

SP
Meningkatnya KINERJA PELAYANAN* jalan nasional

DITJEN BINA MARGA *] mencakup seluruh aspek SPM Jalan

(Aksesibilitas, Kondisi, dan Keselamatan) /

13. Meningkatnya efekfivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional

SK1. Peningkatan Pelaksanaan Preservasi SK2. Pencapaian Pengaturan, SK3. Peningkatan Pengaturan dan

Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Pembinaan Penyel araan Jalan dan
Tol Jembatan

dan Tingkat Kapasitas Jalan Nasional

BALAI PELAKSANA JALAN BADAN PENGATUR JALAN TOL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL, 8-
DIREKTORAT, DAN 1 BALAI BINA TEKNIK

T4. Meningkatnya kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditien Bina Marga

§S-5.
Meningkatnya Kualitas Manajemen Birokrasi Yang Profesional Dan Akuntabel, Kebijakan Dan Strategi Serta

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Gambar 2.2 Peta Strategi (Strategy Map) Ditjen Bina Marga 2020-2024
Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024
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§5-2 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan jalan nasional

IKU - Waktu Jempuh JaringanJalan Nasional
Ukuran: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (waktu tempuh kurang dari 1,9 jam per 100 km)

SP-2 Meningkatnya KINERJA PELAYANAN jalan nasional

IKP.1 IKP.2 IKP.3
TINGKAT RATING KONDISI RATING KESELAMATAN
AKSESIBILITAS jalan jalan nasional jalan nasional
nasional Ukuran: Ukuran:
Ukuran: Nilai rating (1 (sangat Nilai rating Keselamatan
Persentase PKN, PKW, baik) sd. 5 (sangat buruk) Jalan padajalan nasional
PKSN, dan simpul trans- terhadap indikator IR, (nilai gabungan antara
portasi nasional yg telah PCl, umur struktur jalan, angka kecelakaan per
diakses jalan nasional dan drainase jalan populasiserta jumlah titik
blackspot per populasi)

Gambar 2.3 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (1)
Sumber: Renstra Ditien Bina Marga 2020 — 2024

Pada Renstra PUPR 2020-2024 terdapat program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang
difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri dari: pelaksanaan anggaran (Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)), fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum (berupa jumlah dokumen regulasi
yang diterbitkan pada periode 2020-2024), pengelolaan barang milik negara (jumlah provinsi yang diberikan layanan
BMN), dan pelayanan kepegawaian DJBM (jumlah orang yang diberikan layanan publik baik PNS maupun Non PNS).
Untuk pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) bidang jalan

dan jembatan.
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SS 5 - Meningkatnya Kualitas Manajemen Birokrasi yang Profesional dan
Akuntabel, Kebijakan dan Strategi serta Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

IKU -Tingkat kualitas tata kelola administrasi Kementerian PUPR

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
SP-5 Meningkatnya Dukungan Manajemen Birokrasi yang profesional, Tepat, Cepat, dan Akuntabel

IKP -Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola

Gambar 2.4 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (2)
Sumber: Renstra Ditien Bina Marga 2020 — 2024
Adapun SK dan IKK dalam peta strategi Ditjen Bina Marga akan menjadi SK dan IKK pada level Unit Eselon Il dan

Balai Terkait. Penjelasan tentang IKU dan IKP pada gambar diatas adalah sebagai berikut;

1.

Harapan publik utamanya terhadap kinerja penyelenggaraan jalan (yang sebaiknya dijadikan sebagai SS yang

diukur melalui IKSS/IKU) adalah terwujudnya konektivitas nasional, sebagaimana tertuang pula dalam dokumen

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-

2024. Dalam hal ini konektivitas jaringan jalan diukur dari terhubungnya simpul transportasi dan pusat kegiatan

nasional (berdasarkan Sistranas, RTRWN), arahan RPJMN, termasuk kawasan dan lokus prioritas nasional oleh

jaringan jalan nasional (sesuai definisi jalan nasional dalam pasal 26 PP 34/2006 tentang Jalan dan Permen

PUPR 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan). Waktu tempuh pada koridor

lintas utama terpilih ditargetkan 1,9 jam per 100 km.

Sasaran program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan hasil (outcome) utama dari program

penyelenggaraan jalan untuk mendukung pencapaian SS dan IKSS/IKU pada butir (1) diatas. Oleh karenanya,

SP dan IKP yang dipilih untuk program penyelenggaraan jalan adalah kinerja pokok yang menjadi prasyarat (pre-

requisite) terwujudnya konektivitas jaringan jalan nasional, yakni:

a. Tingkat aksesibilitas jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditien Bina Marga dalam menyediakan
aksesibilitas terhadap seluruh pusat kegiatan skala nasional (PKN, PKW, PKSN), simpul transportasi
nasional (pelabuhan, bandara, terminal) dan kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, Kl prioritas,
3TP/DTPK (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan/ Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan)
yang harus diakses oleh jaringan jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun ukuran yang
digunakan adalah PKN, PKW, PKSN, simpul transportasi nasional (pelabuhan utama, pelabuhan
pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan
penyeberangan kelas |, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal
tipe A), dan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, Kl prioritas, 3TP/DTPK) yang telah diakses jalan
nasional. Pencapaian tingkat aksesibilitas jalan nasional didukung oleh kegiatan pembangunan baru jalan

dan jembatan nasional (termasuk jalan tol);

——
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Rating kondisi jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam melaksanakan
kegiatan preservasi jalan yang diukur melalui tingkat kondisi seluruh bagian jalan (perkerasan, bahu,
drainase, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan) sesuai dengan umur rencana yang diharapkan.
Penyediaan kondisi jalan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam PP 34/2006 tentang Jalan
dinyatakan melalui nilai kerataan permukaan jalan (IRI/International Roughness Index). Selanjutnya secara
teknis indikator IRI (beserta indikator lainnya: Pavement Condition Index (PCI) dan umur struktur jalan,
kondisi drainase, dll) digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi jalan dengan metode Rating Kondisi Jalan
(RKJ): dimana Skor 1 (sangat baik atau baru) dan Skor 5 (rusak berat).

c. Tingkat keselamatan jalan nasional, mewakili hasil kerja dari Ditjen Bina Marga dalam mengupayakan
pemenuhan pilar jalan berkeselamatan sesuai dalam RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) jalan,
khususnya melalui penanganan titik-titk rawan kecelakaan (Black Spotf) di jalan nasional. Tingkat
keselamatan jalan nasional diukur dengan suatu indeks/skor berskala 1 sampai 5: dimana Skor 1 (risiko
kecelakaan pada level sangat rendah) dan Skor 5 (risiko kecelakaan pada level sangat tinggi) yang
menggabungkan antara dua indikator yaitu Tingkat kejadian kecelakaan (kecelakaan/populasi) dan Tingkat

keberadaan blackspot jalan nasional (blackspot/populasi).

2.1.5 Tujuan dan Sasaran BPJN Jayapura 2020-2024
Renstra BPJN Jayapura 2020 — 2024 yang merupakan dokumen yang mengarahkan setiap kegiatan dalam

lingkup penanganan BPJN Jayapura pada periode 2020 - 2024 dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-
kebijakan yang tertuang dalam visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No
18 Tahun 2020), visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024,
serta tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024.
Renstra BPJIN Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra atau RPJM Direktorat Jenderal Bina Marga tahun
2020 - 2024 merupakan wujud penetapan rencana yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan. BPJN
Jayapura sebagai Unit Kerja/UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina
Marga menjalankan tugas dan fungsi serta menetapkan tujuannya sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis
Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga sebagai berikut:

TUJUAN
(BPJN Jayapura)

T.1  Mendukung tercapainya konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam lingkup wilayah penanganan
BPJN Jayapura;

T.2 Mendukung tercapainya peningkatan standar pelayanan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN
Jayapura sesuai kebutuhan dan standar;

T.3 Mendukung tercapainya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan
jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;

T.4 Mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan BPJN Jayapura.

——
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Sebelum masuk kedalam pembahasan sasaran kegiatan, untuk mewujudkan tujuan BPJN Jayapura di atas
selanjutnya akan diulas mengenai sasaran strategis dan turunannya dalam mewujudkan tercapainya target
pelaksanaan program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen sesuai dengan data matriks kinerja Ditjen
Bina Marga pada Renstra Ditien Bina Marga 2020 — 2024. Untuk mendukung capaian program Infrastruktur
Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka sasaran strategis sesuai dengan Renstra Ditien Bina Marga 2020 —
2024 antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran
strategis tersebut, terdapat 2 (dua) Sasaran Program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun
2024, yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional
Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

a. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang

diakses jalan nasional);

b. Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase

jalan pada seluruh ruas jalan nasional);

C. Rating Keselamatan Jalan Nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan

jumlah titik blackspot per populasi).
2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR.

Tabel di bawah ini akan menjabarkan angka target Indikator Kinerja Program yang terkait dengan infrastruktur jalan
khususnya yang mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan
Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk penanganan jalan nasional di seluruh Indonesia dan di Provinsi Papua,
sebagai berikut :

Tabel I1.1

Target Indikator Kinerja Program 2020 — 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
SASARAN PROGRAM TARGET

PROGRAM/

(OUTCOME)/INDIKATOR = SATUAN Baseline
KEGIATAN 2022 2023 2024  TOTAL
KINERJA PROGRAM
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

INDIKATOR KINERJA PROGRAM :

Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional

(persentase pusat kegiatan dan
1 ) ) ) % 80.7 81.8 82.8 84.6 85.8 87.9 87.9
simpul strategis nasional yang

diakses jalan nasional)

Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai o
2 o Nilai 291 2.70 2.63 2.61 2.57 2.50 2.50
gabungan antara nilai IRI, PCI, umur

——
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SASARAN PROGRAM TARGET

PROGRAM/
(OUTCOME)/INDIKATOR ~ SATUAN Baseline
KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024  TOTAL

KINERJA PROGRAM 2019
struktur jalan, dan drainase jalan
pada seluruh ruas jalan nasional)

Rating keselamatan jalan nasional
(Nilai gabungan antara angka o
3 ) Nilai 3.52 3.51 3.14 2.95 2.89 2.82 2.82
kecelakaan per populasi dan dan

jumlah titik blackspot per populasi)
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

INDIKATOR KINERJA PROGRAM :

Tingkat Dukungan Manajemen
1 ) % 50.40 55.92 | 63.35 | 71.54 | 79.26 | 84.12 70.84
Kementerian PUPR

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024 dan Data Matriks Kinerja KSJJ untuk Provinsi Papua

Tabel I1.2
Target Indikator Kinerja Program 2020 — 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
untuk Provinsi Papua

SASARAN PROGRAM TARGET
(OUTCOME)/INDIKATOR ~ SATUAN  pgseline
KINERJA PROGRAM 2019

PROGRAM/

KEGIATAN

2022

SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :

Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional
(persentase pusat kegiatan dan

1 ] ] ] % 76.2 76.2 78.6 78.6 78.6 81.0 78.60
simpul strategis nasional yang

diakses jalan nasional)

Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai

gabungan antara nilai IRI, PCI, umur o
2 ) ) i Nilai 291 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
struktur jalan, dan drainase jalan

pada seluruh ruas jalan nasional)

Rating keselamatan jalan nasional
(Nilai gabungan antara angka o
3 i Nilai 1.70 1.70 1.70 1.70 1.00 1.00 1.42
kecelakaan per populasi dan dan

jumlah titik blackspot per populasi)
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

INDIKATOR KINERJA PROGRAM :

Tingkat Dukungan Manajemen
1 ) % 50.40 55.92 | 63.35 | 71.54 | 79.26 | 84.12 70.84
Kementerian PUPR*

*Catatan : Untuk nilai IKU Tingkat Aksesibilitas, Rating Kondisi, dan Rating Keselamatan memakai angka matriks nilai IKU dari KSJJ
untuk Prov. Papua, untuk nilai IKU Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR mengacu ke nilai IKU yang diperoleh dari
KSJJ, belum ada nilai IKU khusus untuk BPJN Jayapura

Sumber : Renstra Ditien Bina Marga 2020 — 2024 dan Data Matriks Kinerja KSJJ untuk Provinsi Papua
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Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program tersebut,
sesuai dengan data matriks kinerja Bina Marga yang terdapat pada Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024, terdapat
4 (empat) kegiatan yang diturunkan pada unit eselon Il di dalam organisasi Ditjen Bina Marga yaitu:

Kegiatan Pendukung Program Infrastruktur Konektivitas

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (Balai Pelaksana Jalan);

2. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol (BPJT);

3. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ((9 Direktorat Jenderal Bina Marga dan
Sekretariat Jenderal Bina Marga).

Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen

1. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga (Setditien BM, Output Layanan Perkantoran seluruh Unit Kerja Teknis
dan Balai BM).

Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan Ditien Bina Marga difokuskan pada kegiatan 1 yaitu “Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional” dikarenakan kegiatan tersebut berdampak langsung pada
pencapaian sasaran program dan sasaran strategis Ditjen Bina Marga, dimana pada kegiatan 1 tersebut terdapat
sasaran kegiatan “Peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan” dengan Indikator Kinerja Kegiatan
berupa Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Adapun output
kegiatan yang juga menjadi sasaran untuk mewujudkan tujuan BPJN Jayapura dan mendukung tingkat pencapaian
kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina
Marga yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, yang
terdiri dari :

e Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan;

e Jumlah dokumen pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan

2. Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional, yang terdiri dari :

e Panjang Jalan yang terpelihara;

e Panjang Jalan yang ditingkatkan;

e Panjang Jembatan yang terpelihara;

e Panjang Jembatan yang ditingkatkan;

¢ Panjang Jalan Strategis Lintas Utama Pulau yang dibangun;

¢ Panjang Jalan Akses simpul fransportasi yang (Pelabuhan, Bandara) yang dibangun;

e Panjang Jembatan yang Dibangun;

e Dukungan Jalan Daerah.

3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
4. Layanan Dukungan Manajemen Satker;

5. Layanan Perkantoran.

——
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Output-output kegiatan di atas selanjutnya mendasari perumusan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian tujuan BPJIN Jayapura. Adapun sasaran kegiatan di lingkungan BPJN Jayapura pada periode
tahun 2020 — 2024 yang terdapat pada Dokumen Renstra BPJN Jayapura Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

© © N o g~ w D~

—_
o

—_
—_

12.
13.
14.

Terpeliharanya Ruas Jalan sepanjang 823,14 km;

Ruas Jalan Baru yang dilakukan peningkatan sepanjang 54,25 km;

Terbangunnya Ruas Jalan sepanjang 60,20 km;

Terbangunnya Ruas Jembatan sepanjang 570,08 m;

Terpeliharanya Ruas Jalan Nasional sepanjang 1.255,37 km;

Ruas jalan yang dilakukan Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi sepanjang 137,83 km;
Jembatan yang dilakukan preservasi rutin sepanjang 16.059,90 m;

Jembatan yang dilakukan preservasi sepanjang 6.915,90 m;

Jembatan yang dilakukan penggantian sepanjang 2.292,27 m;

. Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas

jalan nasional sebanyak 5 dokumen;

. Ruas jalan yang dilakukan Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi untuk menunjang aspek keselamatan jalan

sepanjang 6,5 km;
Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 5 layanan;
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 5 layanan;

Terpenuhinya Layanan Perkantoran sebanyak 5 layanan.

Besaran target keluaran Renstra BPJN Jayapura untuk periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut ini:

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Tabel I1.3
Target Keluaran (Output) Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024

IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas 76.2 78.6 78.6 78.6 81.0

IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Panjang Pemeliharaan Ruti Jalan km 250.83 77.52 94.00 177.37 214.42 823.14
Panjang Peningkatan Jalan Baru km 9.55 32.70 12.00 - - 54.25
Panjang Pembangunan Jalan km 7.95 19.95 2.30 15.00 15.00 60.20
Pembangunan Jalan s/d Perkerasan km 2.15 7.70 - - - 9.85
Pembentukan Badan Jalan km 5.80 12.25 2.30 15.00 15.00 50.35
Panjang pembangunan jembatan m 189.23 22.20 112.15 123.25 123.25 570.08
IKSP 2 Rating Kondisi 3.12 3.12 3.12 312 312

IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan km 1,234.77 1,233.97 1,235.12 1,218.35 1,216.82 1,255.37

Panjang Preservasi, Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan

km 20.60 21.40 20.25 37.02 38.56 137.83

——
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TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA

7 Panjang Preservasi Rutin Jembatan m 11,682.90 15,312.90 14,305.70 14,633.40 13,187.20 16,059.90
8 Panjang Preservasi Jembatan m 2,098.50 434.00 1,452.70 1,097.00 1,833.70 6,915.90
9 Panjang Penggantian Jembatan m 309.27 313.00 301.50 329.50 1,039.00 2,292.27

Perencanaan, pengendalian dan
10 | pengawasan preservasi dan Dok 1 1 1 1 1 5
peningkatan kapasitas jalan nasional

IKSP 3 Rating Keselamatan 1.7 1.7 1.7 1.0 1.0
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
11 | Panjang Preservasi Rekonstruks, m . . .| 550000 | 100000 | 6500.00
Rehabilitasi Jalan
IKSP 1 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola
IKK Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan
12 Jumlah Layanan Sarana dan Layanan 1 1 1 1 1 5
Prasarana Internal
Jumlah Layanan Dukungan
E Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 5
14 | Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5

Sumber : Data BPJN Jayapura, Matriks Kinerja Bina Marga dan data Target KSJJ 2020-2024

Alokasi pendanaan pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPJN Jayapura berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-
2024 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Kebutuhan Pendanaan dalam Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024

TARGET OUTPUT

BIAYA (Rp.)

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional 6,900.88
IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas 2,275.39

IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
1 | Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Baru 10.78 5.24 6.11 11.53 13.94 47.59
2 | Panjang Peningkatan Jalan Baru 56.90 279.93 97.71 - - 434.53
3 | Panjang Pembangunan Jalan 95.00 293.62 90.73 375.00 375.00 1,229.35
Pembangunan Jalan s/d Perkerasan 25.00 126.00 - - - 151.00
Pembentukan Badan Jalan 70.00 167.62 90.73 375.00 375.00 1,078.35
4 | Panjang pembangunan jembatan 238.37 15.08 98.46 106.00 106.00 563.91
IKSP 2 Rating Kondisi 4,175.16

IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
5 | Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan 201.43 215.53 232,717 237.66 222.42 1,109.80
6 | haniang Presenvasi, Rekonstruks) 13759 | 191.10 15188 | 27765 |  289.16 1,047.38
7 | Panjang Preservasi Rutin Jembatan 11.68 16.08 15.02 15.37 13.85 71.99
8 | Panjang Preservasi Jembatan 63.50 15.95 53.39 40.31 67.39 240.54
9 | Panjang Penggantian Jembatan 151.49 131.46 126.63 138.39 436.38 984.35
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TARGET OUTPUT BIAYA (Rp.)

NO. :

Perencanaan, pengendalian dan

10 | pengawasan preservasi dan 125.39 134.17 143.56 153.61 164.37 72110
peningkatan kapasitas jalan nasional
IKSP 3 Rating Keselamatan 13.01
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Panjang Preservasi Rekonstruksi,

| Rehabilitasi Jalan - : : 11.91 110 13.01
IKSP 1 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola 437.32
IKK Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan

12 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana 0.40 0.43 0.46 0.50 0.53 233
Internal

13 | Jumlah Layanan Dukungan Mangjemen 32.88 35.18 37.64 40.28 43.10 189.07
Satker

14 | Jumlah Layanan Perkantoran 42.76 45.76 48.96 52.39 56.05 24592

Sumber : Data BPJN Jayapura, Matriks Kinerja Bina Marga dan data Target KSJJ 2020-2024

S~
2.2 Perjanjian Kinerja ,.

Perjanjian Kinerja tahunan pada tahun berjalan memuat sasaran program, indikator kinerja output dan target

kinerja. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan sasaran aktual sesuai
target output dan target outcome yang ada pada RKT setelah melalui pembahasan antar instansi terkait baik secara
bottom up dan top down melalui konsultasi dan raker maupun rakor.

Setelah DIPA disetujui kemudian disusun POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) oleh masing-masing satker.
Berdasarkan data struktur RKA-KL, DIPA awal dan POK, ditentukan target outcome dan indikator yang akan dicapai
pada tahun 2022. Data tersebut kemudian dituangkan dan disusun kedalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya pada bulan Desember 2022
dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran BPJN
Jayapura Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Revisi DIPA status 19 Desember 2022. Angka volume target dan alokasi
anggaran pada PK Revisi ini yang akan menjadi parameter awal dalam pengukuran kinerja BPJN Jayapura di akhir
Tahun Anggaran 2022.

Tabel di bawah ini akan menyajikan informasi data dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022
(Awal) antara Kepala BPJN Jayapura dengan Dirjen Bina Marga dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran
2022 (Revisi) antara Kepala BPJN Jayapura dengan Dirjen Bina Marga. Target Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Tahun 2022 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 11.5 dan
Tabel I1.6 di bawah ini :

——
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Tabel Il. 5 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 (Awal)
AWAL
BPJN Jayapura
Sasaran . — . "
Program Indikator Kinerja Baseline 2021 Target 2022
Meningkatnya IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional
Kinerja - —
Pelavanan Jalan IKK : Tingkat pencapaian kinerja
Y pelaksanaan preservasi dan peningkatan 95,25 | % 100,00 | %
Nasional L -
kapasitas jalan nasional
Parameter Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional 86,96 | % 86,96 | %
Rincian Output
RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - - | Km 18,85 | Km
Sorong (MP)
Pembangunan Jalan - | Km 18,85 | Km
RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - 3,00 | Km
Pembangunan Jalan - | Km 3,00 | Km
- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan - | Km 3,00 | Km
Pembangunan Jalan Akses Simpul
RBCO9S | Transportasi (ProPN) (| Km 1,50 | Km
Pembangunan Jalan - | Km 1,50 | Km
CBF 001 Pembangunan Jembatan 153,54 | M 21441 | M
a. Pembangunan Jembatan 153,54 | M 8841 | M
b. Pembangunan Jembatan Gantung M 126,00 | M
CBF 008 Pembangunan Jembatan (Padat Karya) ™ 381 | M
Pembangunan Jembatan - M 381 | M
RBF 001 Pembangunan Jembatan Trans Papua
Merauke - Sorong (MP) - M 146,83 | M
Pembangunan Jembatan - M 146,83 | M
RBF 006 Pembangunan Jembatan Trans Papua
Merauke - Sorong (MP) (Padat Karya) m 1317 | M
Pembangunan Jembatan - M 1317 | M
RBF 002 Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN) M 72,50 | M
Pembangunan Jembatan - M 7250 | M
IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional
IKK : Tingkat pencapaian kinerja
pelaksanaan preservasi dan peningkatan 98,27 | % 100,00 | %
kapasitas jalan nasional
Parameter Rating kondisi jalan nasional 2,89 2,89
Rincian Output
CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan 1.131,95 | Km 91,38 | Km
CcDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat - | km 540,83 | Km
Karya)
RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan - | Km 440,26 | Km
RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat - | Km 110,32 | Km
Karya)
CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 38,75 | Km 5,00 | Km
Rekonstruksi Jalan 27,52 | Km 5,00 | Km
CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru 197,44 | Km 133,78 | Km
cDC 016 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru (Padat 277,69 | Km 21,54 | Km
Karya)
RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - | Km 22,88 | Km
Rekonstruksi Jalan - | Km 22,88 | Km
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Fs,ra::rr:': Indikator Kinerja Baseline 2021 Target 2022*
RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) - | Km 22,57 | Km
a. Rehabilitasi Minor Jalan - | Km 5,60 | Km
b. Rehabilitasi Mayor Jalan - | Km 420 | Km
c. Rekonstruksi Jalan - | Km 8,30 | Km
d. Pelebaran Jalan Menuju Standar - | Km 4,00 | Km
e.Penanganan Longsoran - | Km 0,47 | Km
RDC 005 Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - | Km 540 | Km
a. Rehabilitasi Minor Jalan - | Km 0,30 | Km
b. Rehabilitasi Mayor Jalan - | Km 4,00 | Km
¢. Rekonstruksi Jalan - | Km 0,20 | Km
d. Penanganan Longsoran - | Km 0,40 | Km
e. Penanganan Drainase - | Km 0,25 | Km
f. Penanganan Trotoar - | Km 0,25 | Km
I i [ 0 | ko
Rehabilitasi Minor Jalan - | Km 2,70 | Km
CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) - M 11.089,80 | M
RDF 001 Preservasi Rutin Jembatan - M 3.250,30 | M
CDF 002 Preservasi Jembatan 115380 | M 123,88 | M
a. Rehabilitasi Jembatan - M 2750 | M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan 1.153,80 | M 96,38 | M
CDF 011 Preservasi Jembatan (Padat Karya) S| M 7522 | M
a. Rehabilitasi Jembatan - M 550 | M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan - M 69,72 | M
CDF 003 Penggantian Jembatan 163,87 | M 100,00 | M
Penggantian Jembatan 163,87 | M 100,00 | M
RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - M 257,40 | M
a. Rehabilitasi Jembatan - M 20,40 | M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan - M 15,50 | M
c. Penggantian Jembatan - M 22150 | M
RDF 008 .(ngzr; ;I'Ir(:?;al;apua Merauke-Sorong (MP) m 1520 | M
a. Rehabilitasi Jembatan - M 10,20 | M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan - M 500 | M
RDF 003 Jalan Strategis (ProPN) - M 8550 | M
Pemeliharaan Berkala Jembatan - M 8550 | M
RDF 009 Jalan Strategis (ProPN) (padat Karya) - M 52,40 | M
Pemeliharaan Berkala Jembatan - M 52,40 | M
RDF 005 Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - M 604,64 | M
a. Rehabilitasi Jembatan - M 33324 | M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan - M 271,40 | M
RDF 011 .(Jszzr; ﬁl((:f;a)Slmpul Transportasi (ProPN) m 130,86 | M
a. Rehabilitasi Jembatan - M 121,56 | M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan - M 9,30 | M
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FS, asaran Indikator Kinerja Baseline 2021 Target 2022*
rogram
Layanan penyiapan dan Pengendalian
CBR 001 Pelaksanaan 6 | Dok 1 | Dok
Layanan Perencanaan dan Pengawasan
CBR 002 Teknik 1 | Dok 1 | Dok

Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen
Ditjen Bina Marga Tahun 2022 (Awal) : Rp 1.403.482.740.000,-

Tabel 11.6 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 (Revisi) REVISI
BPJN Jayapura
Indikator Kinerja Baseline 2021 Target 2022

IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional

IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi Y Y

dan peningkatan kapasitas jalan nasional 9525 100.00 °
Parameter Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional 86.96 % 86.96 %

Rincian Output
RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) _ Km 25.76 Km

Pembangunan Jalan ~ Km 2576 Km

- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan Km 2576 Km
RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) _ Km 3.00 Km

Pembangunan Jalan ~ Km 3.00 Km

- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan ~ Km 3.00 Km
RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) _ Km 450 Km

- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan Km 450 Km
CBF 001 Pembangunan Jembatan 15354 M 88.41 M

a. Pembangunan Jembatan 153 54 M 88.41 M
CBF 008 Pembangunan Jembatan (Padat Karya) T 3.81 M

Pembangunan Jembatan M 381 M
RBF 001 Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong

(MP) - M 193.83 M

Pembangunan Jembatan M 193.83 M
RBF 006 Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong

(MP) (Padat Karya) - M 13.17 M

Pembangunan Jembatan M 1347 M
RBF 002 Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN) T 72.50 M

Pembangunan Jembatan M 7250 M
RBF 004 Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi

(ProPN) - M 26.20 M
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Pembangunan Jembatan ) 26.20 M
IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional
IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi ,,/ ‘V
dan peningkatan kapasitas jalan nasional 98.27 " 100.00 ’
Parameter Rating kondisi jalan nasional 289 276
Rincian Output
CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan 1,131.95 Km 97.23 Km
CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) _ Km 540.82 Km
RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan _ Km 510.70 Km
RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) _ Km 110.32 Km
CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 38.75 Km 23.91 Km
b. Rehabilitasi Minor Jalan 0.50 Km 8.31 Km
d. Rekonstruksi Jalan 2752 Km 15.60 Km
Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan
CDCO15  jilan (Padat Karya) (PEN) - KM 250 KM
CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru 197.44 Km 133.78 Km
CDC 016 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru (Padat Karya) 277.69 Km 21.54 Km
RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) _ Km 25.16 Km
a. Rehabilitasi Minor Jalan - Km 0.80 Km
b. Rehabilitasi Mayor Jalan - Km 100 Km
c. Rekonstruksi Jalan ~ Km 2063 Km
g. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup Km 200 Km
i. Penanganan Longsoran Km 0.73 Km
RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) _ Km 26.82 Km
a. Rehabilitasi Minor Jalan ~ Km 9.35 Km
b. Rehabilitasi Mayor Jalan _ Km 420 Km
¢. Rekonstruksi Jalan _ Km 8.30 Km
d. Pelebaran Jalan Menuju Standar _ Km 400 Km
e.Penanganan Longsoran _ Km 0.97 Km
RDC 005 Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) ~ Km 9.95 Km
a. Rehabilitasi Minor Jalan _ Km 485 Km
b. Rehabilitasi Mayor Jalan _ Km 400 Km
¢. Rekonstruksi Jalan _ Km 0.20 Km
d. Penanganan Longsoran _ Km 0.40 Km
e. Penanganan Drainase _ Km 0.25 Km
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f. Penanganan Trotoar _ Km 0.25 Km
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan
RDCO%6  terdepan (MP) . Km 1275 KM
a. Rehabilitasi Minor Jalan _ Km 270 Km
b. Pelebaran Jalan Menuju Standar _ Km 10.05 Km
CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) M 11,149.80 M
RDF 001 Preservasi Rutin Jembatan .M 3,087.20 M
CDF 002 Preservasi Jembatan 1.153.80 M 159.88 M
a. Rehabilitasi Jembatan M 97 50 M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan 1,153.80 M 132.38 M
CDF 011 Preservasi Jembatan (Padat Karya) M 75.22 M
a. Rehabilitasi Jembatan oM 5.50 M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 69.72 M
CDF 003 Penggantian Jembatan 163.87 M 100.00 M
Penggantian Jembatan 163.87 M 100.00 M
RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) M 358.18 M
a. Rehabilitasi Jembatan oM 2040 M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan oM 15.50 M
c. Penggantian Jembatan oM 32928 M
RDF 008 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) M 15.20 M
a. Rehabilitasi Jembatan M 10.20 M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 5.00 M
RDF 003 Jalan Strategis (ProPN) M 85.50 M
Pemeliharaan Berkala Jembatan oM 8550 M
RDF 009 Jalan Strategis (ProPN) (padat Karya) .M 52.40 M
Pemeliharaan Berkala Jembatan M 52 40 M
RDF 005 Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) oM 600.44 M
a. Rehabilitasi Jembatan M 312.74 M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 287.70 M
RDF 011 Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (Padat Karya) oM 130.86 M
a. Rehabilitasi Jembatan M 12156 M
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 9.30 M
CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 6 Dokumen 6 Dokumen
CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik 1 Dokumen 30 Dokumen
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EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 6.00 Dokumen

IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR

Ltil:}).{;;nnggl;a;rl:;kf;glt:: dan Efisiensi Tata Kelola 100.00 % 100.00 %
Parameter Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR 100.00 100.00

Rincian Output
EBA 956 Layanan BMN Layanan 2.00 Layanan
EBA 962 Layanan Umum Layanan 11.00 Layanan
EBA 994 Layanan Perkantoran 16.00 Layanan 6.00 Layanan
EBB 951 Layanan Sarana Internal 15.00 Unit 34.00 Unit
EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 6.00 Dokumen

Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen
Ditjen Bina Marga Tahun 2022 (Revisi) : Rp. 1.365.799.539,-

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura telah menyusun Perjanjian Kinerja berdasarkan DIPA revisi pada

bulan Desember 2022 seperti tampak pada Tabel I1.6 di atas. Untuk output Layanan Penyiapan dan Pengendalian

Pelaksanaan, Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik, Layanan Sarana Internal, Layanan Dukungan

Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran yang terdapat dalam Indikator Kinerja Program Tingkat Dukungan

Manajemen Kementerian PUPR tidak ditampilkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 (Revisi) BPJN

Jayapura namun rinciannya terdapat dalam Catatan Kaki PK tersebut. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun Anggaran 2022 (Revisi) BPJN Jayapura mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan

Indikator Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 — 2024. Berikut merupakan

Tabel Perbandingan (Outcome) dan Sandingan (Output) PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2022 sebagai

berikut :

Tabel Il. 7 Perbandingan Indikator Kinerja Program PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2022

TARGET

NO OUTPUT SAT PK PK KETERANGAN

AWAL REVISI
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Jalan Nasional
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional % 86,96 86,96
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional 2,89 2,76
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian 100,00 100,00
PUPR

(=)
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Tabel II. 8 Perbandingan Target PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2022

TARGET
NO OUTPUT SAT PK PK KETERANGAN
AWAL REVISI
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Jalan Nasional
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional
Indikator Kinerja Kegiatan
Pembangunan Jalan Trans Papua 18.85 25.76
Lo s Merauke - Sorong (MP) Km ’ ’
Pembangunan Jalan Km 18,85 2576
- Pembangunan Jalan Sampai Km
Perkerasan 18,85 25,76
Pembangunan Jalan Strategis
2 RBC 003 (ProPN) Km 3 3
Pembangunan Jalan Km 3 3
- Pembangunan Jalan Sampai Km
Perkerasan 3 3
Pembangunan Jalan Akses Simpul
. FHES L Transportasi (ProPN) 0 15 45
Pembangunan Jalan Km 15 45
4 | CBF 001 Pembangunan Jembatan M 214,41 88,41
a. Pembangunan Jembatan M 88,41 88,41
b. Pembangunan Jembatan Gantung M 126 0
Pembangunan Jembatan (Padat
5 |CBFO0B ) = 3,81 3,81
Pembangunan Jembatan M 3,81 3,81
Pembangunan Jembatan Trans
5 REFU Papua Merauke - Sorong (MP) e 146 83 19383
Pembangunan Jembatan M 146,83 193,83
Pembangunan Jembatan Trans
7 RBF 006 Papua Merauke - Sorong (MP) Km
(Padat Karya) 13,17 13,17
Pembangunan Jembatan M 13,17 13,17
Pembangunan Jembatan Strategis
8 |RBFO02 5 opN) = 725 725
Pembangunan Jembatan M 725 725
Pembangunan Jembatan Akses
. L Simpul Transportasi (ProPN) = i 26,2
Pembangunan Jembatan M . 26,2
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional
Indikator Kinerja Kegiatan
28 | cDC 001 ;ligzervaﬂ Pemeliharaan Rutin Km 91.38 97.23
Preservasi Pemeliharaan Rutin
29 | CDC 012 Jalan (Padat Karya) (PEN) Km 540,83 540,83
30 | RDC 001 5:::WaSI Pemeliharaan Rutin Km 440,26 5107
Preservasi Pemeliharaan Rutin
31 | RDC 009 Jalan (Padat Karya) (PEN) Km 110,32 110,32
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TARGET
NO OUTPUT SAT PK PK KETERANGAN
AWAL | REVISI
2 |cpcony  Eeservasi Rekonstruks km | 5 | 2
a. Rehabilitasi Minor Jalan Km - 8,31
b. Rekonstruksi Jalan Km 5 15,6
Penanganan Drainase, Trotoar,
37 | CDCO015 dan Fasilitas Keselamatan Jalan - 2,5
(Padat Karya) (PEN)
38 | CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru Km 133,78 133,78
39 | CDC 016 :’Ffa':;‘a*'t"l‘(‘:;*:; ::,“Etm AR ST Km N54 | 2154
41 | RDC 002 g:'ra:n;’(an;l‘;;;'l’;ﬁ) Merauke- Km 28 | 2516
a. Rehabilitasi Minor Jalan Km . 0,8
b. Rehabilitasi Mayor Jalan Km . 1
c. Rekonstruksi Jalan Km 22,88 20,63
d. Penanganan Longsoran Km . 0,73
43 | RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN) Km 22,57 26,82
a. Rehabilitasi Minor Jalan Km 56 9,35
b. Rehabilitasi Mayor Jalan Km 42 42
c. Rekonstruksi Jalan Km 83 83
d. Pelebaran Jalan Menuju Standar Km 4 4
e.Penanganan Longsoran Km 0,47 0,97
47 | RDC 005 :;:2’;@;‘:;&5;"“’“' Uz el Km 54 9,95
a. Rehabilitasi Minor Jalan Km 03 4,85
b. Rehabilitasi Mayor Jalan Km 4 4
c. Rekonstruksi Jalan Km 0,2 0,2
d. Penanganan Longsoran Km 04 04
e. Penanganan Drainase Km 0,25 0,25
r. Penanganan Trotoar Km 0,25 0,25
Jalan Trans pada 18 Pulau
49 RDC 006 Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Km 12,7 12,75
(MP) (PEN)
a. Rehabilitasi Minor Jalan Km 27 27
b. Pelebaran Jalan Menuju Standar Km . 10,05
55 | CDF 010 E;er;g;"(f,ﬂﬁ)”“" g M 110897 | 11149.8
56 | RDF 001 Preservasi Rutin Jembatan M 24947 3087.2
58 CDF 002 Preservasi Jembatan M 159,7 159.88
a. Rehabilitasi Jembatan M 27,7 27,5
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 132,7 132,38
59 | DR freservenlJemoetan (Pad M : 7522
a. Rehabilitasi Jembatan M 5,7 55
[ )
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TARGET
NO OUTPUT SAT PK PK KETERANGAN
AWAL REVISI
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 69,7 69,72
60 | CDF 003 Penggantian Jembatan M 100,7 100
a. Penggantian Jembatan M 100,7 100
63 | RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke- M 358.7 358.18
Sorong (MP) (PEN) ' '
a. Rehabilitasi Jembatan M 20,7 20,4
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 15,7 15,5
¢. Penggantian Jembatan M 322,7 32228
Jalan Trans Papua Merauke-
64 | RDFO08 o) ong (MP) (Padat Karya)(PEN) = I 2
a. Rehabilitasi Jembatan M 10,7 10,2
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 57 5
65 | RDF 003 Jalan Strategis (ProPN)(PEN) M 85,7 85,5
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 85,7 85,5
Jalan Strategis (ProPN) (padat
66 | RDF 009 Karya)(PEN) M 52,7 52,4
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 52,7 524
Jalan Akses Simpul Transportasi
69 | RDF 005 (ProPN)(PEN) M 584,7 600,44
a. Rehabilitasi Jembatan M 312,7 312,74
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 2117 287,7
Jalan Akses Simpul Transportasi
70 | RDF 011 (ProPN) (Padat Karya)(PEN) M 130,7 130,86
a. Rehabilitasi Jembatan M 121,7 121,56
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 9,7 9,3
Layanan penyiapan dan
S ek Pengendalian Pelaksanaan LB ) v
Layanan Perencanaan dan
81 | CBR002 Pengawasan Teknik Dokumen - 30
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR
Indikator Kinerja Kegiatan
86 | EBA 956 Layanan BMN Layanan 2 2
89 | EBA 962 Layanan Umum Layanan 11 11
90 | EBA 994 Layanan Perkantoran Layanan 6 6
91 | EBB 951 Layanan Sarana Internal Unit 23 34
93 | EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Dokumen 6 6
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Untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka sasaran
strategis berdasarkan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 — 2024 antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan
Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan
dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) sasaran program yang harus
dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional
Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :
a. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang
diakses jalan nasional);
b. Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase
jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
C. Rating Keselamatan Jalan Nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan
jumlah titik blackspot per populasi).
2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dengan Indikator Kinerja Program berupa Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR.

Di Tahun Anggaran 2022 BPJN Jayapura menangani 39 (tiga puluh Sembilan) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang
memberikan kontribusi dalam mendukung Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional,
Rating Kondisi Jalan Nasional, Rating Keselamatan Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian
PUPR. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada total alokasi DIPA keseluruhan di
lingkungan BPJN Jayapura antara lain sebagai berikut :

1. Adanya perubahan dana untuk penanganan pandemic Covid 19.
Adanya revisi terkait pemanfaatan sisa dana SBSN dan pemanfaatan dana sisa lelang.
Penambahan dan pengurangan dana pada beberapa paket padat karya.
Revisi SBSN terkait percepatan SBSN tahun 2023 ke tahun 2022.
Pergeseran anggaran antar output dalam 1 satker dengan pagu tetap.

Adanya penambahan paket pengawasan dan perencanaan yang mengakibatkan pergeseran anggaran.

N o o ke N

Terdapat revisi automatic Adjustment belanja pegawai.

2.3 Metode Pengukuran .

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan
akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan

terwujudnya organisasi yang akuntabel.

——
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Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan, serta indikator kinerja yang
telah ditetapkan di dalam Renstra. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan) dan
tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja
instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja Eselon Ill Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2022 dilaksanakan
terhadap realisasi kinerja aktual Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2022 yang diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana
tercantum dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 — 2024. Gambaran tahapan pengukuran kinerja dapat dilihat lebih

lanjut pada Gambar 2.5 di bawah ini:

Sasaran mencapai — Tujuan Stratejik
. P
tujuan & sasaran
b Sasaran Stratejik
Kebijakan
Program
l Capaian Kinerja Indikator
Sasaran Kinerja Sasaran
Kegiatan Capaian Kinerja Indikator
Kinerja Kegiatan

Gambar 2.5 Tahapan Pengukuran Kinerja

Untuk memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan maka setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi
kinerja melalui kegiatan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja.
Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan menggunakan data rencana aksi kinerja yang ditetapkan
bersamaan dengan penetapan perjanjian kinerja. Rencana aksi kinerja memuat target-target bulanan yang harus
dipenuhi untuk mencapai target tahunan. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan tersebut memuat realisasi
kinerja pada bulan yang bersangkutan dibandingkan dengan target bulanan. Adapun realisasi kinerja dimonitor dengan
kriteria:

a. Capaian target secara periodik dipantau kemajuannya;
b. Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya;

c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan mengetahui progres kinerja terbaru.

——
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Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja diuraikan pada Tabel 11.8

dan Tabel 11.9 seperti tampak dibawah ini :

Sasaran Program Satuan

Tabel 1.9 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Cara Pengukuran

Sumber Data

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

1. Tingkat
Aksesibilitas
Jalan Nasional

2. Tingkat Rating
Kondisi Jalan
Nasional

% Persentase jumlah pusat kegiatan dan simpul transportasi
yang terakses langsung dengan jalan nasional.

SN
TI = ES; X100 (%)

Dimana:

o Tl Tingkat Aksesibilitas (%)
e SNa Jumlah Pusat Kegiatan yang telah terakses Jalan Nasional
s SN . Total jumlah Pusat Kegiatan

% IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-
rata terbobot dari beberapa komponen individu yang sudah
umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu segmen
jalan, yaitu:

o Kekasaran / Roughness (nilai international
roughness index, IRI)

o Kondisi Permukaan Perkerasan / Pavement Surface
Condition (PCI)

e Sisa Umur Perkerasan / Remaining Useful Life
(Pavement Strength)

o Efektivitas Drainase / Drainage Effectiveness
(Surface Drainage and Subsoil Drainage)

Skor IKP

Deskripsi

Roughness

1 Sangat Baik

Rentang IRl

Jalan Berpenutup

Rentang IRI
Jalan Tanpa Penutup

R<4

Balk

4<IRl<9

uw ~N

Sedang

9<RI<1

IS

3<IRl <14

w

IRI = 14

Kondisi Permukaan Perkerasan (PCl) dan Sisa Umur

Perkerasan (RSL)
Skala Penilaian KPI PCI

Skor IKP Kondisi

Permukaan Jalan Deskripsi Rentang PClinal
1 Sangat Balk PCl > 85
2 Baik 70 < PCl <85
3 Sedang 55 < PCl <70
4 Rusak Ringan 25 < PCl €55
5 Rusak Berat PCl <25

SK Jalan Nasional

o Data Rencum Jangka

menengah dari KSJJ
Data Pusat Kegiatan
dan Simpul
Transportasi yang telah
terakses Jalan
Nasional

SK Jalan Nasional;

o Data Rencum Jangka

menengah dari KSJJ;
Data hasil Survei
Kondisi Jalan,
Jembatan, Lereng di
ruas Jalan Nasional
penanganan BPJN
Jayapura
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Sasaran Program Satuan Cara Pengukuran Sumber Data

1. Menghitung Nilai § al Number of

ment (SNP)

67
SNP = oL

Dimana

® SNP = Nilai Stuktural Perkerasan
* d, =defleksi sensor dy FWD yang sudah dinormalisast ke beban 50 kN (microns)
ining Structural Capacity (CAP)

_ [IsNP—(i; + 1.05)| }Ke - 0475
CAP*{ [y * 2.135] } Bumus 7
Dimana :
e CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)
®  SNP = Nilai Stuktural Perkerasan
«  K;, Ky K. = faktor kalibrasi berdasarkan tipe perkerasan
(aspal full depth digunakan sebagai default)
Jenis Perkerasan
Aspal Tipis Tak Terikat 1650 0925 2100
Aspal Tipis S sed 1700 0.700 2800
Aspal Full Depth 0.000 1930 0610
Sumbgr: KAT IRAMS-DC
3. Menghitung Sisa Urnur Derkerasan / Remaining Structir
Ly (=
RSL = (Rumus 8)

Dimana

e RSL - Sisa Umur Perkerasan (dalan tahun)
CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)

+  SNP = Nilai Stuktural Perkerasan
.

r - Laju pertumbuhan lalu lintas

, nilai RS| dapat dip engan pendsl p nilai IRI sesuai
RSLirt = —gors” (Rumus 9)
jika IRT = 0 atau tidak ada data , maka diambil nilai RSL = 9 (tahun)
jika IRl < 2, maka diembil nilai RSL = 35 (tahun)
8ila nilal RSLw kurang, dar 0. maka dlambl nlalRSL = O sesual parsamaan berkut
RSLaprox = max (RSLyg, ,0) (Rumus 10)
Niiail RSLing adalah nilai minimum antara RSLage atau 50 sesuai dengan persamaan berikut
RSLginar = min (RSLgproyx » 50) (Rumus 11)

Skor IKP Sisa Umur

Deskripsi ‘ Rentang RSL (tahun)

Struktur Perkerasan
1 Sangat Baik RSL = 15
2 Baik 10 <RSL<15
3 Sedang 5<RSL=10
4 Rusak Ringan, T<RSL=5
5 Rusak Berat RSL =1

Efektivitas Drainase
Skala Penilaian KPI Efektivitas Drainase Permukaan

Skor IKP Kombinasi PCI dan Terrain Kombinasi PCl dan Terrain
Sub- Datar Berbukit/Pegunungan
Komponen | Deskripsi
PED:::E" R:"c:'a:q Terrain | Rentang PCl
1 el Datar
2 Baik 70 Ratar 55 < PCl = 70
3 55 <PCl =70 Datar 25 < PCl < 55
4 25 < PCl s 55 Datar PCls2
5 PCl = 25 Ratar

Skala .Penilaian IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil

50
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Sasaran Program Satuan Cara Pengukuran Sumber Data

Tidak/ Tias ala dota

Ja

Tidak / Tidak ada data Datar

Medan B )
(Terrain) (S eEa] -1 Semakin. Baik

Efektivitas Dra;in;ée Permukaan

Efektivitas Drainase Permukaan
Sub-komponen yang Dinilai

Kondisi permukaan jalan

Rutting (luas dan tingkat keparahan) 40%
Kondisi bahu “ 20%

Efektivitas Drainase Subsoil

Sub-komponen yang Dinilai Bobot

Kondisi stuktural 50%
Serviceability 50%
Faktor Pembobot KPI Final
Komponen KPI Individu ‘ Faktor Pembobot

Kekasaran (IRI) 60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCl) 10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL) 15%
Efektivitas Drainase 15%

Tabel 1110 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan/Output Fisik

Indikator Kinerja Kegiatan/

Satuan Cara Pengukuran Sumber Data

Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional

1 Pembangunan Jalan Trans Km realisasi panjang terbangunnya jalan E-monitoring
Papua Merauke-Sorong (MP) baru SIPP
Pembangunan Jalan Strategi realisasi panjang terbangunnya jalan E-monitoring

2 Km
(ProPN) baru SIPP

3 Pembangunan Jalan Akses Km realisasi panjang terbangunnya jalan E-monitoring
Simpul Transportasi (ProPN) baru SIPP

isasi panj ' E-monitorin

4 | Pembangunan Jembatan M rbeallsa3| panjang terbangunnya jembatan Itoring

aru SIPP
[ )
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Indikator Kinerja Kegiatan/

Pembangunan Jembatan
(Padat Karya)

Pembangunan Jembatan Trans
Papua Merauke-Sorong (MP)

Pembangunan Jembatan Trans
Papua Merauke - Sorong (MP)
(Padat Karya)

Pembangunan Jembatan
Strategis (ProPN)

Pembangunan Jembatan
Akses Simpul Transportasi
(ProPN)

Rating Kondisi Jalan Nasional
Preservasi Pemeliharaan Rutin
jalan

Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan (Padat Karya)(PEN)

Preservasi Pemeliharaan Rutin
jalan

Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan (Padat Karya) (PEN)

Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan

Penanganan Drainase, Trotoar,
dan Fasilitas Keselamatan
Jalan (Padat Karya) (PEN)

Pemeliharaan Rutin Jalan Baru

Pemeliharaan Rutin Jalan
Baru(Padat Karya)

Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong (MP) (PEN)

Jalan Strategis (ProPN) (PEN)

Jalan Akses Simpul
Transportasi (ProPN)(PEN)

Satuan

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

——

Cara Pengukuran

realisasi panjang terbangunnya jembatan
baru

realisasi panjang terbangunnya jembatan
baru

realisasi panjang terbangunnya jembatan
baru

realisasi panjang terbangunnya jembatan
baru

realisasi panjang terbangunnya jembatan
baru

realisasi panjang jalan yang mendapat
penanganan pemeliharaan rutin

realisasi panjang jalan yang mendapat
penanganan pemeliharaan rutin

realisasi panjang jalan yang mendapat
penanganan pemeliharaan rutin

realisasi panjang jalan yang mendapat
penanganan pemeliharaan rutin

realisasi panjang jalan yang mendapat
penanganan pemeliharaan rekonstruksi
dan rehabilitasi

realisasi panjang jalan yang mendapat
penanganan Drainase, Trotoar, dan
Fasilitas Keselamatan Jalan

realisasi panjang jalan baru yang
mendapat penanganan pemeliharaan
rutin

realisasi panjang jalan baru yang
mendapat penanganan pemeliharaan
rutin

realisasi panjang jalan yang mendapat
penanganan pemeliharaan rekonstruksi
realisasi panjang jalan yang mendapat
penanganan pemeliharaan
rekonstruksi,Rehabilitasi, Penanganan
longsoran dan pelebaran jalan menuju
standar

realisasi panjang jalan yang mendapat
penanganan pemeliharaan
rekonstruksi,Rehabilitasi, Penanganan

Sumber Data

E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP

E-monitoring
SIPP
E-monitoring

SIPP

E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP

E-monitoring
SIPP
E-monitoring

SIPP

E-monitoring
SIPP
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Indikator Kinerja Kegiatan/

Jalan Trans pada 18 Pulau
Tertinggal, Terluar, dan
Terdepan (MP) (PEN)

Preservasi Rutin Jembatan
(Padat Karya) (PEN)

Preservasi Rutin Jembatan

Preservasi Jembatan

Preservasi Jembatan (Padat
Karya) (PEN)

Penggantian Jembatan

Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong (MP) (PEN)

Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong (Padat Karya) (PEN)

Jalan Strategis (ProPN)(PEN)

Jalan Strategis (ProPN) (Padat
Karya) (PEN)

Jalan Akses Simpul

Transportasi (ProPN) (PEN)

Jalan Akses Simpul
Transportasi (ProPN) (Padat
Karya)

Layanan Penyiapan
Pengendalian dan Pelaksanaan

Layanan Perencanaan dan
Pengawasan Teknis

Tingkat Dukungan Manajemen
Kementerian PUPR

Layanan BMN

Satuan

Km

Dokumen

Dokumen

Layanan

——

Cara Pengukuran

longsoran,penanganan drainase dan
penanganan Trobar

realisasi panjang jalan yang mendapat
penanganan pemeliharaan rehabilitasi,

realisasi panjang jembatan yang
mendapat penanganan pemeliharaan
rutin

realisasi panjang jembatan yang
mendapat penanganan pemeliharaan
rutin

realisasi panjang jembatan yang
mendapat penanganan rehabilitasi dan
pemeliharaan berkala jembatan
realisasi panjang jembatan yang
mendapat penanganan rehabilitasi dan
pemeliharaan berkala jembatan
realisasi panjang jembatan yang
mendapat penggantian

realisasi panjang jembatan yang
mendapat penanganan
rehabilitasi,pemeliharaan berkala, dan
penggantian jembatan

realisasi panjang jembatan yang
mendapat penanganan rehabilitasi dan
pemeliharaan berkala

realisasi panjang jembatan yang
mendapat penanganan rehabilitasi dan
pemeliharaan berkala

realisasi panjang jembatan yang
mendapat penanganan rehabilitasi dan
pemeliharaan berkala

realisasi panjang jembatan yang
mendapat penanganan rehabilitasi dan
pemeliharaan berkala

realisasi panjang jembatan yang
mendapat penanganan rehabilitasi dan
pemeliharaan berkala

realisasi Penyiapan Pengendalian dan
Pelaksanaan

realisasi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis

realisasi Layanan BMN

Sumber Data

E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP

E-monitoring
SIPP
E-monitoring

SIPP

E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring
SIPP
E-monitoring

SIPP

E-monitoring
SIPP
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Indikator Kinerja Kegiatan/

Satuan Cara Pengukuran Sumber Data
E-monitoring
36 | Layanan Umum Layanan realisasi Layanan Umum
SIPP
E-monitoring
37 | Layanan Perkantoran Layanan realisasi Layanan Perkantoran P
E-monitoring
38 | Layanan Sarana Internal Layanan realisasi Layanan Sarana Internal —
Layanan Pemantauan dan realisasi Layanan Pemantauan dan E-monitoring
36 . Dokumen .
Evaluasi Evaluasi SIPP

Sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel diatas, dalam memperoleh data kinerja pelaksanaaan
penanganan jalan dan jembatan di lingkungan BPJN Jayapura baik bulanan maupun tahunan telah didukung dengan
sistem pengelolaan data kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sistem
Informasi Integrated electronic Monitoring (emonitoring.pu.go.id) dan SiPP (sipp.pu.go.id) sebagai basis data yang
sistematis. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas penyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan

berkoordinasi dengan petugas e-Monitoring/ SIPP dan juga PPK dan Kasatker terkait.

___
2.4 Target Tahun ini Menurut Renstra /i

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas
Renstra atau RPJM Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024 merupakan wujud penetapan rencana, sekaligus
sebagai pengendali pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Jayapura. Dokumen Renstra ini menjadi arahan bagi setiap kegiatan dalam lingkup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Jayapura dan sebagai acuan dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja yang dipastikan selaras dan
searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJM maupun Visi, Misi, ditingkat Direktorat Jenderal Bina
Marga atau Kementerian PUPR.

Sandingan target yang terdapat di bawah ini merupakan sandingan outcome dan target yang tercantum pada
Perjanjian Kinerja (Revisi) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2022 dengan Target Tahun

2022 pada Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura 2020-2024, sebagai berikut :

——
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Tabel 11.11 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja dengan

Renstra BPJN Jayapura Tahun 2022
TARGET
NO IKSP SAT PERJANJIAN REVISI KET
RENSTRA | KINERJA AKHIR

Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Jalan Nasional

1 | Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional % 84,6 86,96 86,96

2 | Rating Kondisi Jalan Nasional 2,61 2,89 2,76

3 | Rating Keselamatan Jalan Nasional 2,95 - -
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Tingkat Dukungan Manajemen
4 Kementerian PUPR 7,54 100,00 100,00

Sandingan target yang terdapat di bawah ini merupakan sandingan output dan target yang tercantum pada Perjanjian

Kinerja (Revisi) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2022 dengan Target Tahun 2022 pada

Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura 2020-2024, sebagai berikut :

Renstra BPJN Jayapura Tahun 2022

Tabel 11.12 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja dengan

TARGET
NO IKSP SAT PERJANJIAN | REVISI
RENSTRA | " KINERJA | AKHIR
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional
Indikator Kinerja Kegiatan
1 RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Km
Sorong (MP) 18.85 25.76
Pembangunan Jalan Km 18.85 25.76
- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan Km 18.85 25.76
2 RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) Km 3 3
Pembangunan Jalan Km 3 3
- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan Km 3 3
Pembangunan Jalan Akses Simpul
3 G Transportasi (ProPN) i 1.5 4.5
Pembangunan Jalan Km 1.5 4.5
4 CBF 001 Pembangunan Jembatan M 112.15 214.41 88.41
a. Pembangunan Jembatan M 112.15 88.41 88.41
b. Pembangunan Jembatan Gantung M 126 0
5 CBF 008 Pembangunan Jembatan (Padat Karya) M 3.81 3.81
Pembangunan Jembatan M 3.81 3.81
Pembangunan Jembatan Trans Papua
g LI Merauke - Sorong (MP) M 146.83 193.83
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Pembangunan Jembatan 146.83 193.83
7 [rorons o e laets |k
Pembangunan Jembatan M 13.17 13.17
8 | RBF 002 Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN) M 72.5 72.5
Pembangunan Jembatan M 72.5 72.5
o [Rorme e eS|y |
Pembangunan Jembatan M - 26.2
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional
Indikator Kinerja Kegiatan
10 | CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan Km 1235.2 91.38 97.23
11 | cpco12 a;iig;v(:%ﬁ)emehharaan Rutin Jalan (Padat Km 540.83 540.83
12 | RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Km 440.26 510.7
13 | RDC 009 ara(i;:;v(:zrzemehharaan Rutin Jalan (Padat Km 110.32 110.32
14 | CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan Km 20.5 5 23.91
a. Rehabilitasi Minor Jalan Km - 8.31
b. Rekonstruksi Jalan Km 5 15.6
o L e
16 | CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru Km 133.78 133.78
17 | cpcote :’Peg;sllharaan Rutin Jalan Baru (Padat Karya) Km 2154 2154
18 | RDC 002 .(J;IIEa\';\) Trans Papua Merauke-Sorong (MP) Km 288 25 16
a. Rehabilitasi Minor Jalan Km - 0.8
b. Rehabilitasi Mayor Jalan Km - 1
¢. Rekonstruksi Jalan Km 22.88 20.63
d. Penanganan Longsoran Km - 0.73
19 | RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN) Km 22.57 26.82
a. Rehabilitasi Minor Jalan Km 5.6 9.35
b. Rehabilitasi Mayor Jalan Km 4.2 4.2
¢. Rekonstruksi Jalan Km 8.3 8.3
d. Pelebaran Jalan Menuju Standar Km 4 4
e.Penanganan Longsoran Km 0.47 0.97
20 | RDC 005 .(l;IIEa;‘?)Akses Simpul Transportasi (ProPN) Km 54 9.95
a. Rehabilitasi Minor Jalan Km 0.3 4.85
b. Rehabilitasi Mayor Jalan Km 4 4
c. Rekonstruksi Jalan Km 0.2 0.2
d. Penanganan Longsoran Km 0.4 0.4
e. Penanganan Drainase Km 0.25 0.25
r. Penanganan Trotoar Km 0.25 0.25
21 | RDC 006 j:f'}:r'?::affm;s(:é‘m“ Tertinggal, Terluar, | ) 127 1275
a. Rehabilitasi Minor Jalan Km 2.7 2.7
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b. Pelebaran Jalan Menuju Standar Km i, 10.05
22 | cDF 010 :’Préﬁ;rvasi Rutin Jembatan (Padat Karya) M 11089.8 111498
23 | RDF 001 Preservasi Rutin Jembatan M 14305.7 3,250.30 3087.2
24 | CDF 002 Preservasi Jembatan M 1452.7 123.88 159.88
a. Rehabilitasi Jembatan M 28.05 275
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 95.83 132.38
25 | CDF 011 Preservasi Jembatan (Padat Karya) (PEN) M 75.22 75.22
a. Rehabilitasi Jembatan M 5.5 5.5
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 69.72 69.72
26 | CDF 003 Penggantian Jembatan M 301.5 100 100
a. Penggantian Jembatan M 100 100
27 | RDF 002 EIF?IEaI‘?) Trans Papua Merauke-Sorong (MP) M 2574 358.18
a. Rehabilitasi Jembatan M 20.7 20.4
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 15.7 15.5
c. Penggantian Jembatan M 322.7 322.28
28 | RDF 008 f;:;;{ l;aa';;a';(ag’é‘;)'“e’a“ke's°’°“9 (MP) M 15.2 15.2
a. Rehabilitasi Jembatan M 10.2 10.2
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 5 5
29 | RDF 003 Jalan Strategis (ProPN)(PEN) M 85.5 85.5
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 85.5 85.5
30 | RDF 009 Jalan Strategis (ProPN) (padat Karya)(PEN) M 52.4 52.4
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 52.7 52.4
31 | RDF 005 :If:g’l‘,ﬁ)';;eEstimp“' Uz el M 604.64 600.44
a. Rehabilitasi Jembatan M 333.24 312.74
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 27114 287.7
32 | RDF 011 :;;‘:I’;ﬁ'(‘:f;a)sd,“l’sﬁ‘)' e 2 el ) M 130.86 130.86
a. Rehabilitasi Jembatan M 121.56 121.56
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan M 9.3 9.3
33 | CBROO1 Il;:)lf:l?:anng::yiapan dan Pengendalian Dokumen 6 6
34 | CBR 002 #:K:?kan Perencanaan dan Pengawasan Dokumen 1 30 30
35 | EBA 956 Layanan BMN Layanan 2 2
36 | EBA 962 Layanan Umum Layanan 11 1
37 | EBA 994 Layanan Perkantoran Layanan 1 6 6
38 | EBB 951 Layanan Sarana Internal Unit 1 23 34
39 | EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 6 6

Sumber : Renstra 2020-2024 dan PK 2022 BPJN Jayapura

Dari tabel sandingan di atas, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara target yang tercantum di

Renstra BPJN Jayapura 2020-2024 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor diantaranya adanya revisi anggaran untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 serta penyesuaian
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anggaran beberapa output baru, disamping juga kebutuhan untuk menjaga kondisi dan daya dukung jalan tetap
mantap sehingga mayoritas output mengalami penyesuaian target dibanding yang sudah ditetapkan pada Renstra
BPJN Jayapura Tahun 2020-2024. Kemudian pada tahun anggaran 2022 terdapat klasifikasi rincian output baru
dengan penamaan spesifik untuk mendukung ruas Trans Papua yang sebelumnya tidak ada di renstra balai (contoh :
Pembangunan jalan/jembatan Trans Papua Merauke-Sorong) sehingga isian target pada kolom Renstra kosong, hal
ini dapat menjadi pertimbangan kedepannya untuk bisa dilakukan reviu Renstra BPJN Jayapura 2020 — 2024 sebagai
upaya untuk menjaga konsistensi dan relevansi dokumen Rencana Strategis Balai sesuai dengan

perkembangan/perubahan kebutuhan di lapangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku.

——
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AT 3

KAPASITAS
ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) .

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi dan
berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM merupakan faktor yang sangat
penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam pengelolaan suatu organisasi karena merupakan penggerak roda
organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas
organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari
BPJN Jayapura didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan total sebanyak 260 orang pegawai
baik yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non PNS. Klasifikasi dan kualifikasi Sumber Daya
Manusia di lingkungan BPJN Jayapura yang merupakan kekuatan penggerak kegiatan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya dapat digambarkan sebagai berikut :.

3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Klasifikasi berdasarkan status kepegawaian untuk pegawai BPJN Jayapura dengan jumlah 260 orang dapat

dilihat melalui informasi di bawah ini :

NON PNS
ng Ic’)LrlaS:T SUBSTANTIF
& 103 Orang
PNS DAERAH NON PNS
PENDUKUNG
7 Orang 47 Orang

]
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KLASIFIKASI JUMLAH PEGAWAI

.l

112 ORANG 150 ORANG

Gambar 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS mendominasi jumlah pegawai yang ada di
BPJN Jayapura yaitu sebanyak 150 pegawai berstatus Non PNS dan sisanya 112 orang berstatus PNS dimana
diantaranya berstatus PNS Daerah sebanyak 7 orang dan PNS Pusat sebanyak 105 orang.

3.1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan total jumlah pegawai BPJN Jayapura berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dari
pegawai berjenis kelamin perempuan. Total secara keseluruhan jumlah pegawai BPJN Jayapura (status pegawai PNS
dan Non PNS) berjenis kelamin laki-laki sebanyak 172 orang dan perempuan sebanyak 88 orang. Rincian jumlah

Pegawai PNS dan Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin dapat terlihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut :

KLASIFIKASI JUMLAH PNS
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI

74 ORANG

PEREMPUAN




’ LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2022 /‘
KLASIFIKASI JUMLAH NON PNS
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

MT

101 ORANG
49 ORANG

PEREMPUAN

Gambar 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai laki-laki berstatus PNS yaitu sebanyak 74 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan
berstatus PNS sebanyak 38 orang. Untuk pegawai dengan status Non PNS, jumlah pegawai laki-laki yaitu sebanyak
101 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 49 orang. Dominasi pegawai laki-laki dibandingkan
perempuan di BPJN Jayapura membawa manfaat yang baik bagi BPJN Jayapura terutama untuk menangani

pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan karakteristik medan yang sulit.

3.1.3 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Kepegawaian
Pengelompokan jumlah Pegawai Negara Sipil (PNS) berdasarkan golongan terlihat pada Gambar 3.3 berikut:

KLASIFIKASI JUMLAH PNS

BERDASARKAN GOLONGAN KEPEGAWAIAN

GOLONGAN Ill
GOLONGAN Il 5

GOLONGAN | GOLONGAN IV
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Berdasarkan diagram di atas, dari total jumlah PNS sebanyak 112 orang, PNS dengan Golongan Ill merupakan
yang terbanyak yaitu sebanyak 73 orang, disusul Golongan |l sebanyak 32 orang, Golongan IV sebanyak 6 orang, dan

paling sedikit adalah Golongan | sebanyak 1 orang.

3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai menurut pendidikan dikelompokkan dalam 6 tingkat pendidikan yaitu tingkat Strata 2, Strata
1/Diploma IV, Diploma Ill, SMA/K/STM, SMP dan SD. Di bawah ini merupakan informasi klasifikasi tingkat pendidikan
yang dibagi berdasarkan status pegawai PNS dan Non PNS di lingkungan BPJN Jayapura, sebagai berikut :

KLASIFIKASI JUMLAH PNS
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
D-IV/S-1 |

L1174

Gambar 3.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dapat disimpulkan bahwa kualitas latar belakang pendidikan pegawai di BPJN Jayapura secara total (PNS dan
Non PNS) tergolong cukup baik, didominasi oleh tingkat pendidikan S1/DIV sebanyak 134 orang, disusul SMA/K/ISTM
sebanyak 93 orang (dari sebaran data diketahui bahwa hampir setengah dari jumlah pegawai yang berpendidikan
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